PROVINSI RIAU

Menimbang

Mengingat

PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan
Pemerintah Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan
Keuangan Desa perlu menetapkan Pengelolaan Keuangan
Desa dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang
Pengelolaan Keuangan Desa.

:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34
Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4880);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun

2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara | Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4355);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
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. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5717);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5558) Sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Momor 5864);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
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12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2094);

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal
Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 158);

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
2 Tahun 2015 Tentang Tata Tertib dan Mekanisme
Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Reoublik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 53);

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 131.14-3458 Tahun 2016 tentang Pengangkatan
Wakil Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

3.

Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah  Kabupaten
Rokan Hulu.

Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.

Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan
pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan
tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari
Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan
menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yg
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/hak tradisional yang diakui
dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Kepala Desa adalah kepala pemerintahan desa yang dipilih langsung
oleh masyarakat melalui pemilihan kepala desa.

Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan
pengelolaan keuangan desa.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan
wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang
ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama
BPD.

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat
dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang
yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan
pertangungjawaban keuangan desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menegah Desa , selanjutnya disingkat
RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk
jangka waktu 6 (enam) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut (RKPDesa) adalah
Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat
APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana
perimbangan diterima oleh Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu setelah dikurangi Dana
Alokasi Khusus.

Pendapatan Desa adalah semua penerimaan yang melalui rekening
desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang
tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Pendapatan transfer adalah pendapatan yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan
Belanja Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
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Belanja Desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang
merupakan kewajiban pemerintah desa dalam 1 (satu) tahun anggaran
yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa .
Pembiayaan desa adalah semua penerimaan desa yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran desa yang akan diterima kembali, baik
pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran
berikutnya.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa
atau sebutan lain yang karena jabatannnya mempunyai kewenangan
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.

Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri dari
sekretariat, pelaksana teknis dan unsur wilayah.

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya
disebut PTPKD adalah unsur perangkat desa yang ditunjuk oleh
Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
Perangkat Desa lainnya adalah Kepala Urusan dan Kepala Dusun.
Bendahara Desa adalah pejabat/unsur staf sekretariat desa yang
membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan
keuangan desa.

Pelaksana kegiatan adalah unsur perangkat desa dari sekretariat desa
dan pelaksana teknis yang bertanggung jawab atas pelaksanaan
kegiatan dibidangnya.

Rekening kas desa adalah rekening tempat menyimpan uang
Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang
ditetapkan.

Penerimaan desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan
desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.

Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui
rekening kas desa.

Surplus anggaran desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa
dan belanja desa.

Defisit anggaran desa selisih kurang antara pendapatan desa dan
belanja desa.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA,
adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran
selama satu periode anggaran.

Kekayaan Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan
asli desa, dibeli atau diproleh atas beban anggaran pendapatan dan
belanja desa atau perolehan hak lainya yang sah.

Tanah desa adalah tanah milik desa yang dikelola Pemerintah Desa
berupa tanah kas desa atau tanah lain yang dikuasai oleh desa.

Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat BUMDesa adalah badan
usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki desa
melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa
yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha
lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
Rencana anggaran biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah
perhitungan rencana biaya yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan
kegiatan dalam APBDesa.

Dana cadangan desa adalah dana yang disisihkan untuk menampung
kebutuhan desa yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat
dipenuhi dalam satu tahun anggaran dan ditetapkan dengan
peraturan desa.
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Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam
dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang
disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun
faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa
manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak
psikologis.

BAB 1II

AZAS DAN RUANGAN LINGKUP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 2

Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel,
partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1
Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Ruang lingkup pengelolaan keuangan Desa meliputi:

a. perencanaan;
b. pelaksanaan;

c. penatausahaan;

d. pelaporan; dan

e. pertanggungjawaban.

BAB III

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 3

Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa
yang dipisahkan.

Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, mempunyai
kewenangan :

a menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;

b menetapkan PTPKD;

¢ menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan

desa;

d menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam
APBDesa; dan

e melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
APBDesa.

Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa,
dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD).

Pasal 4

PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari
unsur Perangkat Desa, terdiri dari :

a. Sekretaris Desa;

b. Kepala Seksi/Kepala Urusan; dan

c. Bendahara desa.



(2)

(1)

(2)

(1)
(2)

(3)

PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Desa pada setiap Tahun Anggaran.

Pasal 5

Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a
di atas, bertindak selaku koordinator pelaksanaan teknis pengelolaan
keuangan desa dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan

keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai

tugas:

a. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;

b. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa,
Perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan
APBDesa;

c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang
ditetapkan dalam APBDesa;

d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan
APBDesa;

e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan
pengeluaran APBDesa; dan

f. Melakukan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Desa.

Pasal 6

Kepala Seksi/Kepala Urusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4

ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan

bidangnya.

Kepala Seksi/Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai tugas:

a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung
jawabnya;

b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga
Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;

c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban
anggaran belanja kegiatan;

d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala
Desa; dan

f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran
pelaksanaan kegiatan.

Pasal 7

Bendahara Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) hurufc
dijabat oleh Kepala Urusan dan/atau staf pada urusan keuangan.
Apabila tidak terdapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
karena terjadi kekosongan jabatan atau karena sebab lainnya dapat
ditunjuk bendahara dari staf desa .

Dalam hal terdapat kekosongan dan/atau kekurangan personil pada
Urusan Keuangan, maka Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dijabat oleh Perangkat Desa yang mampu.



(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
tugas menerima, menyimpan, menyetorkan, membayarkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan
maupun belanja desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri
dari Bendahara Penerimaan Desa dan/atau Bendahara Pengeluaran
Desa.

Bendahara penerimaan mempunyai tugas menerima, menyimpan,
menyetorkan, menatausahaan dan mempertangungjawabkan
penerimaan pendapatan desa dalam APBDesa.

Bendahara pengeluaran mempunyai tugas menerima, menyimpan,
membayarkan, menatausahaan dan mempertangungjawabakan
pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

BAB IV
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
Pasal 8

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disusun sesuai kebutuhan
Penyelenggaranan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan,
Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa
dan Belanja tak terduga sesuai dengan kemampuan penerimaan desa.
Penyusunan APBDesa berpedoman pada RPJMDesa dan RKPDesa.
APBDesa, APBDesa Perubahan dan Laporan Pertanggungjawaban
Realisasi Pelaksanaan APBDesa setiap tahun ditetapkan dengan
Peraturan Desa.

Seluruh Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa
dianggarkan dalam APBDesa.

APBDesa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1
(satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31
Desember.

Pengelolaan APBDesa meliputi penyusunan anggaran, pelaksanaan
anggaran, penatausahaan, perubahan anggaran, pertanggungjawaban
pelaksanaan anggaran.

Pengelolaan anggaran dipertanggungjawabkan selambat-lambatnya 1
(satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan
Permusyawaratan Desa dalam bentuk keterangan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBDesa.

Bagian Kesatu
Struktur APBDesa

Pasal 9

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari :
a. Pendapatan Desa;
b. Belanja Desa; dan
c. Pembiayaan Desa.

(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

(3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan dan jenis.



(4) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

(5) Setiap mata anggaran dalam struktur APBDesa mempunyai kode
rekening sendiri.

Pasal 10

Format Kode Rekening dalam Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) di atas tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pendapatan
Paragraf 1
Jenis Pendapatan

Pasal 11

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a
di atas, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang
merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu
dibayar kembali oleh desa.

(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
kelompok dan jenis rekening:

a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
b. Transfer dan
c. Pendapatan lain-lain

Paragraf 2
Pendapatan Asli Desa (PADesa)
Pasal 12

(1) Kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf
a, terdiri atas jenis:
a. Hasil Usaha Desa ;
b. Hasil Aset;
c. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong; dan
d. Lain-lain Pendapatan Asli Desa.
(2) Hasil Usaha Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara
lain;
a. Hasil Bumdes;
b. Hasil tanah kas: desa
c. Usaha lain yang dikelola desa.
(3) Hasil Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
Pasar desa;
Pasar hewan desa;
Bangunan desa;
Obyek rekreasi yang diurus oleh desa;
Pemandian umum yang diurus oleh desa;
Hutan desa;
Tempat pemancingan di sungai yang dikelola oleh desa;
Jaringan irigasi desa;
Penggunaan fasilitas milik desa;

et ol e X R W o
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(5)

(1)
(2)

(3)

(4)
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. Penggunaan lapangan desa;
Sewa tanah lapangan;
Penggunaan fasilitas umum milik desa; dan
Lain-lain kekayaan milik desa

v OBy

Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang

melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai

dengan uang.

Lain-lain pendapat asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d antara lain;

a. Pungutan desa;

b. Hasil penjualan kekayaan desa selain tanah desa yang dipisahkan;

c. Jasa Giro/Pendapatan Bunga;

d. Biaya surat-menyurat.

e. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat
dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan jasa oleh desa;

f. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan;

Pasal 13

Pendapatan dari hasil aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

ayat (3), diatur dengan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa.

Peraturan Desa tentang pungutan desa, paling sedikit mengatur :

a. Obyek pungutan desa;

b. Subyek dan wajib pungutan desa;

c. Besaran Pungutan desa; dan

d. Pemberian pengurangan atau pembebasan pungutan desa.

Besaran pungutan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c,

harus mempertimbangkan kebutuhan/biaya yang diperlukan untuk

memberikan pelayanan kepada masyarakat, kemampuan masyarakat

dan prinsip keadilan.

Dilarang dipungut pungutan desa terhadap pelayanan sebagai berikut :

a. pelayanan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan;

b. pelayanan surat pengantar;

c. pelayanan surat rekomendasi;

d. pelayanan surat keterangan;

e. pelayanan peralihan hak atas tanah, karena telah dipungut bea
perolehan hak atas tanah dan bangunan; dan

f. pungutan lain yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

Paragraf 3
Kelompok Transfer

Pasal 14

Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b
yang terdiri atas jenis;

Dana Desa;

Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah;
Alokasi Dana Desa (ADD); '

Bantuan Keuangan dari APBD Propinsi Riau; dan

Bantuan Keuangan APBD Kabupaten Rokan Hulu.

o a0 o
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Pasal 15

(1) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a merupakan
alokasi anggaran dari APBN.

(2) Penerimaan Dana  Desa  dipergunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

(3) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat.

(4) Pengalokasian Dana Desa untuk masing-masing Desa dengan
mempertimbangkan:

a. Alokasi dasar; dan
b. Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk,
angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.

(5) Pengalokasian dan besaran dana desa untuk masing-masing desa
diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 16

Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 huruf b adalah bagian penerimaan pajak daerah dan
retribusi daerah yang diberikan kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh
perseratus) dari yang diterima oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 17

Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 huruf c, paling sedikit sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari dana
perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Daerah
setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pasal 18

(1) Pengalokasian penerimaan ADD wuntuk setiap desa dengan
mempertimbangkan .
a. kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa; dan
b. jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa,
dan tingkat kesulitan geografis desa.
(2) Pengalokasian dan besaran ADD untuk masing-masing desa diatur
dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 19

(1) Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten
sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf d dan e dapat bersifat
umum dan khusus.

(2) Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan
penggunaan paling sedikit 70 (tujuh puluh perseratus) dan paling
banyak 30 (tiga puluh perseratus).



Paragraf 4
Pendapatan Lain- lain
Pasal 20

Pendapatan lain-lain sebagaimana pada Pasal 11 ayat (2) huruf c terdiri

atas jenis;

a. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
b. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Pasal 21

(1) Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat
sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf a, adalah pemberian
berupa uang dari pihak ketiga.

(2) Lain-lain Pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud pada
Pasal 20 huruf b, antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama
dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

Bagian Ketiga

Belanja Desa

Pasal 22

(1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b,
meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan
kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan
diperoleh pembayaran kembali oleh desa.

(2) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan
dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

Pasal 23

(1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b,
terdiri atas bidang:

nogop

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan

e. Bidang Tak terduga.

(2) Bidang belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam
kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa sebagaimana dituangkan
dalam RKPDesa antara lain:

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, antara lain terdiri atas
kegiatan :

1.

ARl

Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat
Desa serta Tunjangan BPD;

Operasional Perkantoran;

Operasional BPD;

Operasional Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW);
Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
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10.

11

13
14

16.

17
18

20

22

Pendataan Desa

Penyusunan Tata Ruang dan Peta Sosial Desa;
Penyelenggaraan Musyawarah Desa;
Penyelenggaraan Perencanaan Desa;
Pengelolaan Informasi Desa;

. Penyusunan Rancangan Peraturan Desa;
12.

Penyusunan Rancangan Perdes RPJMDesa;

. Penyusunan Rancangan Perdes RKPDesa;

. Penyusunan Rancangan Perdes APBDesa;
15.

Penyusunan Rancangan Perdes Laporan Pertanggungjawaban
Realisasi Pelaksanaan APBDesa;
Penyusunan LKPDesa / LPPDesa;

. Fasilitasi Pemilihan BPD;
. Fasilitasi Pemilihan Perangkat desa;
19.

Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintahan
Desa;

. Penyelenggaraan Kerjasama Antar Desa;
21.

Pembangunan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Desa

. Pengelolaan Tanah Desa

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, antara lain terdiri atas
kegiatan:

1.

NoOhAWN

Pembangunan dan Pemeliharaan Kantor Desa dan Gedung Milik
Desa;

Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier;
Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa;

Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan;
Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Desa;
Pembangunan dan Pemeliharaan Sanitasi Lingkungan;
Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Air Bersih Berskala
Desa;

Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Ibadah;

Pembangunan dan Pemeliharaan Taman Desa;

. Pembangunan dan Pemeliharaan Embung Desa,;

. Pembangunan dan Pemeliharaan Lapangan Desa;
. Pembangunan Energi Baru dan Terbarukan;

. Pengelolaan Pemakaman Desa,;

. Pengembangan Pos Kesehatan Desa dan Polindes;
. Pengelolaan Saluran Untuk Budidaya Perikanan;
. Pengembangan Sarana Produksi di Desa;

. Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Desa;

. Pembangunan dan Pengelolaan Kios Desa;

. Pembangunan dan Pengelolaan TPI Milik Desa;
20.

Pengembangan Usaha Mikro di Desa; dan/atau

21.Pembangunan dan Pengelolaan Tambatan Perahu atau

pelayangan.

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, antara lain terdiri atas
kegiatan :

1.
2.

3.
4

Pengembangan Tenaga Kesehatan Desa;

Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu (Gizi, Balita, Ibu Hamil,
PMT);

Pembinaan Ketenteraman Masyarakat;

Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif;



(3)

(4)

(1)

(2)

)
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Pembinaan dan Pengelolaan PAUD;
Peningkatan Kerukunan Warga dan Gotong Royong Masyarakat;
Pembinaan Ka. Rois dan Pemuka Agama;
Pembentukan Desa Siaga;
Penanggulangan Penyakit Masyarakat;
10. Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Desa;
11. Pelatihan Tenaga Linmas Desa; dan
12. Pelestarian dan Pengembangan Gotong Royong;
13. Fasilitasi Kegiatan PKK, Karang Taruna, dan Lembaga
Kemasyarakatan;
14. Pemberian Santunan Sosial kepada Fakir Miskin dan Anak
Yatim Piatu;
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, antara lain terdiri atas
kegiatan :
1. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
2. Peningkatan Kapasitas BPD;
3. Pembentukan dan Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan di Desa;
4. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan;
5. Pengembangan Seni Budaya Lokal;
6
7
8
9

CE-RE R

. Fasilitasi Kelompok Tani, Nelayan dan Seni Budaya;
. Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat;
. Fasilitasi Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
. Fasilitasi Masyarakat Miskin, Perempuan, dan Difabel;
10. Pelatihan Usaha Ekonomi;
11. Peningkatan Kapasitas Kelompok Perempuan;
12. Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani dan Nelayan;
13. Peningkatan Kapasitas Kelompok Usaha Ekonomi Produktif;
dan/atau
14. Peningkatan Kapasitas kelompok Pemerhati Perlindungan Anak.

Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas jenis
belanja:

a. Pegawai;

b. Barang dan Jasa; dan

c. Modal.

Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (3)
huruf b digunakan paling sedikit 70% untuk Kegiatan Bidang
Pembangunan dan paling banyak 30% digunakan untuk membiayai
Bidang Pembinaan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat dan
Bidang tak terduga.

Pasal 24

Jenis Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (3)
huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan
tunjangan bagi kepala Desa dan perangkat Desa serta tunjangan BPD;
Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan
dalam Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kegiatan
pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.

Belanja  pegawai  sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 25

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (3)
huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang
yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara
lain:

Alat tulis kantor;

Benda pos;

Bahan/ material;

Pemeliharaan;

Cetak / Penggandaan;

Sewa kantor desa;

Sewa perlengkapan dan peralatan kantor;

Makan dan minum rapat;

Pakaian dinas dan atributnya;

Perjalanan dinas;

Upah kerja;

Honorariun narasumber/ ahli;
. Operasional pemerintah desa;

Operasional BPD;

Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga;

Pemberian barang/ pada masyarakat/kelompok masyarakat; dan

Pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan

tanah kas desa.
Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf O adalah bantuan uang untuk operasional lembaga
RT/RW dalam rangka membatu pelaksanaan tugas pelayanan
pemerintah, perencanaan pembangunan, ketenteraman dan
ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.
Pemberian barang pada  masyarakat/kelompok  masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p dilakukan untuk
menunjang pelaksanaan kegiatan.
Operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n,
dianggarkan paling banyak 30%, setelah dikurangi penghasilan tetap
kepala desa dan perangkat desa.

LVOBETRTIFR MO AT

Pasal 26

Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf c,
digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan
barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas)
bulan.

Pembelian/pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan
desa.

Pasal 27

Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB),
pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia
anggarannya.

Keadaan darurat dan/atau KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan
berulang dan/atau mendesak.



(3)

(4)
(5)

(6)

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu antara lain
dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.
Keadaan luar biasa sebagaimana ayat (1) karena KLB/Wabah.

Keadaan Darurat dan Luar Biasa sebagaimana pada ayat (3)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Kegiatan dalam keadaan darurat pada ayat (2) dianggarkan dalam
belanja tidak terduga.

Pasal 28

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran
belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan
pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan
kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa; dan

Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran
belanja Desa digunakan untuk:

a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa,
b. Operasional Pemerintah Desa;

¢. Tunjangan dan Operasional BPD; dan

d. Insentif RT dan RW.

Khusus untuk Dana Desa yang bersumber dari APBN yang ada dalam
APBDesa tidak boleh digunakan untuk Belanja Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa.

Bagian Keempat
Pembiayaan Desa
Pasal 29

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)

huruf ¢ meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun

anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran

berikutnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

kelompok:

a. Penerimaan Pembiayaan; dan

b. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,

mencakup:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;

b. Pencairan Dana Cadangan; dan

c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain

pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan

belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

SilPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan

pembiayaan yang digunakan untuk:

a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil
dari pada realisasi belanja;

b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan

c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun
anggaran belum diselesaikan.



(6) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf
b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari
rekening dana cadangan ke rekening Kas Desa dalam tahun anggaran
berkenaan.

(7) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf ¢ digunakan untuk menganggarkan
hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

Pasal 30

(1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat
(2) huruf b, terdiri dari :

a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
b. Penyertaan Modal Desa.

(2) Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendanai kegiatan yang
penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan
dalam satu tahun anggaran.

(3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan peraturan desa.

(4) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit
memuat:
a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus
dianggarkan;
d. sumber dana cadangan; dan
e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

(5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari
penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(6) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a ditempatkan pada rekening tersendiri.

(7) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa
jabatan Kepala Desa.

Pasal 31
Penyertaan Modal Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1)
huruf b bertujuan untuk :
a. meningkatkan pelayanan masyarakat;
b. penguatan BUMDes;
c. meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa; dan

d. meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat.



(1)

(2)
(3)

(2)

3)

(4)

()

(6)
(7)

(1)

BABV
PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 32

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk
jangka waktu 6 (enam) tahun merupakan penjabaran visi dan misi
dari Kepala Desa yang terpilih.

RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas ditetapkan
paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa dilantik.

RPJMDesa sebagimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam
bentuk Peraturan Desa.

Pasal 33

RKPDesa merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu

1 (satu) tahun.

RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan,

Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi

uraian:

a. evaluasi pelaksanaan RKPDesa tahun sebelumnya;

b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh
Desa;

c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola
melalui kerja sama antar Desa dan pihak ketiga;

d. rencana program, kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola oleh
Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah
daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten; dan

e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur Perangkat Desa
dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh

Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah

Kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan

Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.

RKPDesa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun

berjalan.

RKPDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan

September tahun berjalan.

RKPDesa menjadi dasar penyusunan APBDesa.

Bagian Kedua
Penyusunan RAPBDesa

Pasal 34

Pemerintah Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang
APBDesa berdasarkan pada RPJMDesa dan RKPDesa.



(2)

(4)

(1)
(2)
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(4)
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(2)

(3)

4)
(9)

APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan
kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kemampuan
keuangan desa.

Dalam menyusun RAPBDesa disesuaikan dengan harga setempat dan
tidak melebihi indeks Standarisasi Harga Kabupaten.

APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahun ditetapkan
dengan Peraturan Desa.

Bagian Ketiga
Rancangan APBDesa

Pasal 35

Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan
Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang
APBDesa kepada Kepala Desa.

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas
dan disepakati bersama.

Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender, BPD memberikan kesepakatan
sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat akhir bulan
Oktober tahun berjalan.

Bagian Keempat
Evaluasi Rancangan APBDesa

Pasal 36

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati

bersama BPD sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga)

hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepada camat untuk dievaluasi.

Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, harus

menetapkan Evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh)

hari kerja.

Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas,

melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa.

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan

dalam Lembaran Desa.

Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari:

a. ringkasan APBDesa;

b. rincian APBDesa menurut kode rekening pendapatan, belanja, dan
pembiayaan desa;

c. daftar Dana Cadangan Desa (apabila ada); dan

d. daftar penyertaan Modal Desa (apabila ada).



Pasal 37

(1) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Ranperdes tentang
APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama BPD
melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung
sejak diterimanya hasil evaluasi.

(2) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan Kepala Desa bersama BPD.

(3) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
oleh Pimpinan BPD.

(4) Keputusan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dijadikan dasar penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa.

(5) Keputusan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat
final.

(6) Keputusan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
disampaikan kepada Camat paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah
keputusan tersebut ditetapkan.

(7) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD,
dan Kepala Desa tetap menetapkan Peraturan Desa tentang APBDesa
menjadi Peraturan Desa, Camat membatalkan Peraturan Desa
dimaksud dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun
anggaran sebelumnya.

(8) Pembatalan Peraturan Desa dan pernyataan berlakunya pagu
anggaran sebelumnya sebagaiamana dimaksud pada ayat (7) di atas,
ditetapkan dalam Keputusan Camat.

(9) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) di atas, Kepala Desa harus memberhentikan
pelaksanaan Peraturan Desa dan selanjutnya Kepala Desa bersama
BPD mencabut peraturan desa dimaksud.

(10) Pencabutan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) di
atas, dilakukan dengan Peraturan Desa tentang Pencabutan Peraturan
Desa tentang APBDesa.

(11) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBDesa tahun sebelumnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) di atas, ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Desa.

Pasal 38

Format Pengesahan Hasil Evaluasi Rancangan Anggaran dan Pendapatan
Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) di atas
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Pelaksanaan APBDesa

Pasal 39

(1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan
kewenangan desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa.

(2) Dalam rangka pengelolaan kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Bendahara Desa membuka Rekening Kas Desa pada bank milik
Pemerintah.
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Pencairan dana dalam Rekening Kas Desa ditandatangani oleh Kepala
Desa dan Bendahara Desa.

Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Program dan kegiatan yang masuk melalui desa merupakan sumber
penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDesa.

Kepala Desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa
yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya.

Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang
ditetapkan dalam peraturan desa.

Pasal 40

Pengembalian atas kelebihan pendapatan desa dilakukan dengan
membebankan pada pendapatan desa yang bersangkutan untuk
pengembalian pendapatan desa yang terjadi dalam tahun yang sama.
Untuk pengembalian kelebihan pendapatan desa yang terjadi pada
tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.
Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, harus
didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 41

Pengeluaran desa tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkannya
Peraturan Desa tentang APBDesa.

Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk
untuk belanja pegawai dan operasional perkantoran yang ditetapkan
dalam peraturan Kepala Desa.

Pengeluaran desa untuk operasional perkantoran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) adalah belanja barang dan jasa pada bidang
penyelenggaraan pemerintahan desa sebatas belanja barang dan jasa
habis pakai.

Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung
dengan bukti yang lengkap dan sah.

Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mendapat
pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul
dari penggunaan bukti dimaksud.

Bendahara desa dapat menyimpan uang dalam brankas Desa paling
banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dalam rangka
memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.

Penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu harus dibuat RAB
yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

Pasal 42

Pelaksana Kegiatan dan/atau TPK dalam mengajukan pendanaan
untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen berupa
Rencana Anggaran Biaya (RAB), pengadaan barang dan jasa di Desa.

Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diverifikasi oleh Koordinator PTPKD dan disahkan oleh Kepala Desa.
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Pelaksana Kegiatan dan/atau TPK bertanggungjawab terhadap tindakan
pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan
dengan mempergunakan buku kas pembantu kegiatan sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Desa.

Pasal 43

Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 42 ayat (1) TPK/Pelaksana Kegiatan mengajukan Surat
Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.

Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Pelaksana kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP)
kepada Kepala Desa tahap pertama untuk satu kegiatan dengan
melampirkan RAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1).
Pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP) untuk tahap
selanjutnya dan surat permintaan pembayaran untuk Kkegiatan yang
dilaksanakan oleh penyedia barang atau jasa dilampiri dengan:

Surat Permintaan Pembayaran (SPP);

Pernyataan tanggung jawab belanja;

Lampiran bukti transaksi; dan

Khusus untuk pengadaan, melampirkan Surat Perjanjian Kerja
Sama, Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan, Berita Acara
Serah Terima dan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Pekerjaan.
Surat permintaan pembayaran untuk tahap selanjutnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh
penyedia barang atau jasa tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/
atau jasa diterima.

ao o

Pasal 44

Pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 43 ayat (2) dan ayat (4), Sekretaris Desa berkewajiban

melakukan verifikasi dengan:

a. meneliti kelengkapan surat permintaan pembayaran yang diajukan
oleh pelaksana kegiatan;

b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang
tercantum dalam surat permintaan pembayaran;

c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan

d. menolak pengajuan surat permintaan pembayaran oleh
pelaksanakegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang
ditetapkan.

Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang sudah

diverifikasi oleh Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Kepala Desa menyetujui surat permintaan pembayaran dan bendahara

desa melakukan pembayaran.

Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan pencatatan pengeluaran oleh bendahara desa.



Pasal 45

Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak
lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang
dipungutnya ke Rekening Kas Negara sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 46

Pengadaan barang dan jasa di desa diatur dengan Peraturan Bupati
tersendiri dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.

Bagian Keenam

Pelaksanaan Pembiayaan Desa
Pasal 47

(1) Setiap pembiayaan desa wajib dicatat dalam APBDesa.

(2) Setiap pembiayaan desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan
sah.

(3) Setiap pembiayaan desa diadministrasi sesuai dengan kode rekening
pembiayaan.

Pasal 48

(1) SilPA sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (5) merupakan

penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil
dari pada realisasi belanja;

b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja
langsung; dan

c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai akhir tahun anggaran
belum diselesaikan.

Pasal 49

(1) Pembentukan dana cadangan oleh Pemerintah Desa ditetapkan dengan
Peraturan Desa.

(2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
memuat:
a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus

dianggarkan;

d. sumber dana cadangan; dan
e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

(3) Rancangan Peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan
dimaksud dalam ayat (1) dibahas bersamaan dengan pembahasan
rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
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Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber
dari penyisihan atas pendapatan Desa, kecuali dari pendapatan transfer
dan pendapatan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran
tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada
rekening tersendiri.

Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran
pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan.

Pasal 50

Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atau disimpan
pada kas desa tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah desa.
Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain
diluar yang telah ditetapkan dalam peraturan desa tentang
pembentukan dana cadangan.

Kegiatan yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa sebagaimana
dimaksud pada huruf b dilaksanakan apabila dana cadangan telah
mencukupi untuk melaksanakan kegiatan.

Pasal 51

Format Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(ABPDesa), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(1)

(2)

3)

BAB VI
PERUBAHAN APBDesa

Pasal 52

Perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi:

a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar
jenis belanja;

b. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus
digunakan dalam tahun berjalan;

c. terjadi penambahan dan atau pengurangan dalam pendapatan
desa dalam tahun berjalan;

d. terjadinya peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik,
krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;

e. keadaan luar biasa; atau

f. perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah dan pemerintah
daerah.

Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

adalah keadaan yang menyebabkan estimasi pendapatan dan/atau

belanja dalam APBDesa mengalami kenaikan atau penurunan lebih

besar dari 50% (lima puluh persen).

Persentase 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) merupakan selisih kenaikan atau penurunan antara pendapatan

dan belanja desa dalam APBDesa.



(2)
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Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun anggaran.
Perubahan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 53

Penyampaian rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa
dilakukan setelah APBDesa tahun berjalan dilaksanakan 6 (enam)
bulan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk
peristiwa khusus dan keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada
Pasal 52 ayat (1) huruf d dan hurufe.

Pasal 54

Format Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (ABPDesa), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(1)

(2)

(1)
(2)

BAB VII

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DESA
Bagian Kesatu

Azas Umum Penatausahaan Keuangan Desa
Pasal 55

Pejabat Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dan bendahara desa wajib
menyelenggarakan  penatausahaan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Pejabat Teknis Pengelolaan Keuangan Desa menandatangani atau
mengesahkan dokumen penerimaan atau pengeluaran dokumen yang
berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau
pengeluaran atas pelaksanaan APBDesa, dan bertanggungjawab
terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan
surat bukti dimaksud.

Pasal 56

Bendahara keuangan desa dilaksanakan oleh seorang bendahara desa

yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Apabila bendahara desa berhalangan, maka :

a. Melebihi 3 (tiga) hari sampai 1 (satu) bulan bendahara desa wajib
memberikan surat kuasa kepada perangkat desa lainnya untuk
melaksanakan tugas-tugas perbendaharaan desa diketahui kepala
desa;

b. Melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan,
harus ditunjuk pejabat (Pj) bendahara desa dan diadakan berita
acara serah terima; dan
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c. Bendahara desa sudah 3 (tiga) bulan belum juga dapat
melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah
mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai bendahara
desa dan segera ditetapkan penggantinya.

Bagian Kedua
Penatausahaan Keuangan Desa

Paragraf 1
Penatausahaan Penerimaan

Pasal 57

Penatausahaan penerimaan desa dilakukan oleh Bendahara Desa.
Bendahara Desa wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap
seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi
tanggung jawabnya serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan
secara tertib.

Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) menggunakan:

a. Surat Tanda Setoran (STS);

b. Surat Tanda Bukti Penerimaan; dan

c. Bukti Penerimaan lainnya yang sah.

Setiap penerimaan desa wajib disetorkan ke Rekening Kas Desa paling
lambat 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam.

Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang penerimaan
melalui laporan pertanggungjawaban melalui Buku Kas Pembantu
Penerimaan Desa.

Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan
setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan
berikutnya.

Paragraf 2
Penatausahaan Pengeluaran

Pasal 58

Penatausahaan Pengeluaran wajib dilakukan oleh Bendahara Desa.

Bendahara Desa wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap
seluruh penerimaan, penyimpanan, pembayaran, penatausahaan, yang
menjadi tanggung jawabnya serta melakukan tutup buku setiap akhir
bulan secara tertib.

Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) menggunakan:

a. RAB Permintaan;

SPP;

Buku Kas Pembantu Kegiatan;

Pernyataan Tanggung Jawab belanja;

Buku Kas Umum;

Buku Kas Pembantu Pajak;

Buku Bank Desa;
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(4)

h. Register penutupan Kas;
i. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan.

Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan
setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan
berikutnya.

Setiap pengeluaran atas beban APBDesa disertai dengan bukti yang
lengkap dan sah.

Pasal 59

Format Laporan pertanggungjawaban/penatausahaan tercantum dalam
Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

(1)

(3)

(4)

(1)

(2)

BAB VIII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)

Bagian Kesatu

Pelaporan
Pasal 60

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa
kepada Bupati melalui Camat meliputi:

a. laporan semester pertama; dan
b. laporan semester akhir tahun.

Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berupa laporan realisasi APBDesa.

Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.

Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun
berikutnya.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa
Pasal 61

Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa dan
Laporan Penyelengaraan Pemerintah Desa dan menyampaikan kepada
Kepala Desa.

Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa dan
Laporan Penyelengaraan Pemerintah Desa kepada BPD untuk dibahas
dan selanjutnya disetujui.
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Persetujuan BPD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah
penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa dan Laporan
Penyelengaraan Pemerintah Desa kepada BPD.

Persetujuan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan
dalam bentuk Keputusan BPD.

Berdasarkan persetujuan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa menjadi
Peraturan Desa.

Pasal 62

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi
pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun
anggaran.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. pendapatan desa;

b. belanja desa; dan

c. pembiayaan desa.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan
Desa.

Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi
pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:

a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa
Tahun Anggaran berkenaan;

b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun
Berkenaan; dan

C. Format Laporan Program Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada
Bupati melalui Camat.

Pasal 63

Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 60 ayat (2) dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2)
diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media
informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah papan
pengumuman desa dan/atau media informasi lainnya.



Pasal 64

(1) Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
Pelaksanaan APBDesa dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa
sebagaimana tersebut pada pasal 60 ayat (5) di atas menjadi bahan
pengawasan dan pembinaan lebih lanjut.

(2) Penyampaian Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban
Realisasi Pelaksanaan APBDesa dan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Desa sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilaksanakan
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Peraturan Desa
ditetapkan.

Pasal 65

Format Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa pada Semester Pertama,
Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Akhir Tahun dan Peraturan Desa
tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa, tercantum dalam Lampiran VI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 66

(1) Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi
pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

(2) Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kepada
Pemerintahan Desa dalam kegiatan menggali dan meningkatkan
potensi sumber-sumber pendapatan desa, penetapan dan
penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak
dan Restribusi Daerah serta pengelolaan aset desa;

b. Melakukan perhitungan pagu anggaran alokasi dana perimbangan
desa, pembinaan penyusunan perencanaan jangka menengah desa
dan pembinaan penyusunan rencana kegiatan pembangunan desa;

c. Memfasilitasi kegiatan Alokasi Dana Perimbangan Desa serta
melaksanakan pembinaan dalam upaya mendorong partisipasi dan
keswadayaan masyarakat dalam pengelolaan kegiatan di desa;

d. Melakukan Pembinan dan Pengawasan kepada Pemerintahan Desa
dalam hal pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa;

3) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) meliputi :

a. Memfasilitasi administrasi keuangan desa;

b. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset
desa, yang mencakup perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan
pertanggungjawaban APBDesa;



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

c. Melaporkan rekapitulasi perkembangan kegiatan dan penggunaan
keuangan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa kepada Tim Tingkat
Kabupaten; dan

d. Memfasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan
masyarakat serta pihak lainnya dan melaporkan kepada Tim
Tingkat Kabupaten,;

Pasal 67

Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat dapat melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDesa.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas bukan
merupakan pemeriksaan, tetapi pengawasan yang lebih mengarah
untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam
Peraturan Desa tentang APBDesa.

Pasal 68

Pengawasan atas ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Anggaran
dan Pendapatan Belanja Desa dilakukan oleh Badan Permusyawaran
Desa (BPD).

Kepala Desa melakukan pengawasan dan pemeriksaan Keuangan Desa
secara rutin kepada Bendaharawan Desa setiap akhir bulan.

Kepala Desa dan Sekretaris Desa melakukan pengawasan atas
ketertiban dan kelancaran pertanggungjawaban Dana Operasional
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setiap kali pencairan dana
tersebut.

BAB X
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 69

Bendaharawan Desa bertanggungjawab atas Administrasi Pengelolaan
Keuangan Desa sebagai Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa.

Apabila terdapat penyimpangan karena alasan pribadi maka menjadi
beban dan tanggungjawab Bendahara Desa secara pribadi.

Penyimpangan yang dilakukan karena kebijaksanaan Pemerintah
Desa, maka Kepala Desa wajib mempertangungjawabkannya kepada
BPD.

Terhadap penyimpangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan
ayat (3) diselesaikan berdasarkan aturan tentang tuntutan
perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi yang berlaku serta peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan penyimpangan dimaksud.
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BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 70

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Rokan Hulu Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
(Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015 Nomor 12) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai
teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 72

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengatahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal _#®* Ramadhan 1437 H
30 Juni 2016 M

Pit. BUPA

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal »5 Ramadhan 1437 H
%0 Juni 2016 M

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2016 NOMOR .\%.......




LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
: 19 TAHUN 2016
TANGGAL : 2% RAMADHAN 1437 H

NOMOR

FORMAT KODE REKENING DALAM PENYUSUNAN

%0 JUNI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

2016 M

KODE
REK.

URAIAN

ANGGARAN

PENDAPATAN

1.1

Pendapatan Asli Desa

1.1.1

Hasil Usaha

- Bagian Laba UED-SP/BUMDesa

1.1.2

Hasil Aset

- Tanah Kas Desa

- Pasar Desa

- Pasar Hewan

- Tambatan Perahu

- Sewa Bangunan Desa

- Hutan milik Desa.

- Tempat Pemandian Umum.

- Objek rekreasi

- Jaringan Irigasi

- Lapangan Desa

- Aset lainnya milik desa

1.1.3

Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong

- Hasil swadaya kontribusi dana

Hasil swadaya tenaga kerja

Kegiatan gotong royong kepada pihak ke
111

- dst....

1.1.4

Lain lain Pendapatan Asli Desa yang sah

1.1.4.1

Pungutan desa

- Pendapatan ampang-ampang Desa

- Pendapatan bagi hasil dari KUD

- Pendapatan Administrasi Desa

1.1.4.2

Jasa giro/ pendapatan bunga

1.1.4.3

Hasil penjualan kekayaan desa selain
tanah desa yang dipisahkan

1.1.4.4

Pendapatan dari angsuran/ cicilan
penjualan

1.1.4.5

Penerimaan Komisi, potongan akibat dari
penjualan/pengadaan barang dan jasa
oleh desa




KODE

REK. URAIAN ANGGARAN

1.2 Pendapatan Transfer

1.2.1 Dana Desa

1.2.2 | Bagian dari hasil pajak & Restribusi

1.2.3 | Alokasi Dana Desa ( ADD )

1.2.4 | Bantuan Keuangan :

1.2.4.1 | Bantuan Provinsi

1.2.4.2 | Bantuan Kabupaten / Kota

1.25 [dst..cciviniiieiininnnns

1.3 Pendapatan Lain - lain

1.3.1 Hibah

1.3.2 | Sumbangan dari pihak ke - 3 yang tidak
mengikat

1.3.3 Bantuan Perusahaan yang beroperasi di
desa

1.3.4 | Kerja sama dengan pihak ke3
dst.......

JUMLAH PENDAPATAN




KODE
REK.

URAIAN

ANGGARAN

BELANJA

2.1

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

2.1.1

Penghasilan Tetap/Tunjangan

2.1.1.1

Belanja Pegawai

- Penghasilan tetap Kepala Desa dan
Perangkat.

- Tunjangan kepala desa dan perangkat desa

- Tunjangan BPD

2.1.2

Operasional Perkantoran

2.1.2.2

Belanja Barang dan Jasa

- Belanja Alat tulis kantor

- Belanja Perlengkapan kantor

- Belanja Peralatan kantor

- Belanja Rekening Air

- Belanja Rekening Telepon

- Belanja Rekening Listrik

- Belanja Langganan Surat Kabar/Majalah

- Belanja Benda Pos

- Belanja Alat dan Bahan kebersihan

- Belanja Langganan internet

- Belanja Cetak dan penggandaan

- Belanja Pemeliharaan bangunan dan atau
gedung kantor

- Belanja Pemeliharaan peralatan kantor

- Belanja Pemeliharaan perlengkapan kantor

- Belanja Pemeliharaan computer

- Belanja Pemeliharaan kendaraan dinas

- Belanja Sewa perlengkapan dan peralatan
kantor

- Belanja Makanan dan minuman

- Belanja Pakaian dinas

- Belanja Perjalanan dinas dalam daerah

- Belanja Perjalanan dinas luar daerah

- Bahan bakar minyak (BBM)

- Honor Pegawai Tidak tetap

- Honor tim

- dst............

2.1.2.3

Belanja Modal

- Belanja Modal Tanah

- Belanja Modal sarana dan prasarana
perkantoran

- Belanja Printer/computer

- Belanja Meja kursi




P URAIAN ANGGARAN
- Belanja Lemari
- Belanja Filling Kabinet
- Belanja Rak arsip
- Belanja Kendaraan dinas
- Dst...

2.1.3 | Operasional BPD

2.1.3.2 | Belanja Barang dan Jasa

- Belanja Alat tulis kantor

- Belanja Perlengkapan kantor

- Belanja Peralatan kantor

- Belanja Pemeliharaan

- Belanja Cetak dan penggandaan

- Belanja Sewa perlengkapan dan peralatan
kantor

- Belanja Makanan dan minuman rapat

- Belanja Pakaian dinas

- Belanja Perjalanan dinas dalam daerah

- Belanja Perjalanan dinas luar daerah

- Dst.....

2.1.4 Operasional RT/RW
2.1.4.2 | Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Alat tulis kantor
- Belanja Perlengkapan kantor
- Belanja Peralatan kantor
- Belanja Cetak dan penggandaan
- dst...
2.1.5. Penetapan dan Penegasan Batas Desa
2.1.5.2 | Belanja Barang dan Jasa
2.1.6 Penyusunan Rancangan Perdes
2.1.6.2 | Belanja Barang dan Jasa
2.1.7 Dst........
2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Kegiatan Pembangunan rabat
2.2.1 beton /pengerasan jalan
2.2.1.2 | Belanja barang dan jasa
- Upah Tenaga kerja.
- Operasional TPK
~dSt. i
2.2.1.3 | Belanja Modal
- Semen
- Besi




KODE
REK.

URAIAN

ANGGARAN

KET

2.2.2

Kegiatan pembangunan / pemeliharaan
Poskesdes/Polindes

2.2.2.2

Belanja Barang dan Jasa

- Upah Tenaga kerja.

- Operasional TPK

2.2.2.3

Belanja Modal

- Semen

- Besi

223

Kegiatan Pembangunan Gedung PAUD /TK

2.2.3.2

Belanja Barang dan Jasa

- Upah Tenaga kerja.

- Operasional TPK

2.2.3.3

Belanja Modal

- Semen

- Besi

22.4

Kegiatan pengembangan usaha
kompos/pupuk kandang

2.24.2

Belanja Barang dan Jasa

- Upah Tenaga kerja.

- Operasional TPK

2.2.4.3

Belanja Modal

- Semen

- Besi

2.2.5

Kegiatan Membangun rintisan listrik desa
tenaga makro hidro

2.2.5.2

Belanja Barang dan Jasa

- Upah Tenaga kerja.

- Operasional TPK

2.2.5.3

Belanja Modal

- Semen

- Besi

2.2.6.

Kegiatan dst................

2.2.6.2

Belanja Barang dan Jasa

- Upah Tenaga kerja.

- Operasional TPK




KODE URAIAN
REK. ANGGARAN
2.2.6.3 | Belanja Modal
- Semen
- Besi
- dst............
2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan (PKK, LPM,
2.3.1 Karang Taruna, LKA, dll.)
2.3.1.2 | Belanja Barang dan Jasa
2.3.1.3 | Belanja Modal
Pembinaan Ketentraman Masyarakat (Pos
2.3.2 Kamling, Linmas)
2.3.2.2 | Belanja Barang dan Jasa
2.3.2.3 | Belanja Modal
Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan
2.3.3 Posyandu (Gizi, Balita, Ibu Hamil, dll.)
2.3.3.2 | Belanja Barang dan Jasa
2.3.3.3 | Belanja Modal
2.3.4. Dst......
2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat

24.1

Kegiatan Pelatihan membuat barang-barang
kerajinan berbahan baku local

2.4.1.2

Belanja Barang dan Jasa

- Honor pelatih

- Makan dan Minum

- Bahan Pelatihan

- Dst...

2.4.2

Kegiatan Investasi usaha ekonomi melalui
kerja sama BUMDesa

2.4.2.2

Belanja Barang dan Jasa

- Honor pelatih

- Makan dan Minum

- Bahan Pelatihan

243

Kegiatan Pelatihan pengolahan dan pemasaran
hasil pertanian

2.4.3.2

Belanja Barang dan Jasa

- Honor pelatih

- Makan dan Minum

- Bahan Pelatihan

24.4

Kegiatan pelatihan paralegal desa.

2.4.4.2

Belanja Barang dan Jasa

- Honor pelatih

- Makan dan Minum

- Bahan Pelatihan




KODE URAIAN
REK. ANGGARAN | KET
Kegiatan Sosialisasi ancaman penyakit di
2.4.5 musim penghujan/kemarau
2.4.5.2 | Belanja Barang dan Jasa
- Honor pelatih
- Makan dan Minum
- Bahan Pelatihan
~dsteiiiiiiinnnn.
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah
2.4.6. | Desa dan BPD
2.4.6.2 | Belanja Barang dan Jasa
- Honor pelatih
- Makan dan Minum
- Bahan Pelatihan
-Dst...
2.4.7 - Kegiatan dst.......coccueeenen.
e Belanja Tak Terduga
2.5.1 Kegiatan Kejadian Luar Biasa.
2.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa
2.5.2 Kegiatan dst.........
JUMLAH BELANJA
SURPLUS /DEFISIT
3 PEMBIAYAAN
3.1 Penerimaan Pembiayaan
911 SILPA
s, Pencairan Dana Cadangan
3.1.3 Hasil Kekayaan yang dipisahkan
3.1.4 Penerimaan Pinjaman
JUMLAH
3.2 Pengeluaran Pembiayaan
3.2.1 Pembentukan Dana Cadagan
3.2.2 Penyertaan Modal
5.2.3 Pembayaran Hutang
3.2.4 Pemberian Pinjaman Dana e

JUMLAH




LAMPIRAN II:  PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : 1 TAHUN 2016
TANGGAL : 2 RAMADHAN 1437 H
20JUNI 2016 M

Format Pengesahan Hasil Evaluasi Rancangan Anggaran dan Pendapatan

Belanja

KOP KECAMATAN

KEPUTUSAN CAMAT...........

NOMOR : Kpts...... /CMT............ [ eescenee [20.....

TENTANG

PENGESAHAN HASIL EVALUASI RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA DI KECAMATAN......... KABUPATEN ROKAN HULU

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN .....

CAMAT...Q.Q.O.'..Q.O0.0,

a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 36 Peraturan

Bupati Rokan Hulu Nomor ........ Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa, perlu dilaksanakan
evaluasi Rancangan Peraturan Desa ..... tentang

Anggaran Pendapatan dan Belania Desa Tahun

Anggaran ........ ;

. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan
Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi Rancangan
Peraturan Desa ..... tentang Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran .....

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun

1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34
Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4880);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun

2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



=40=

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2004 teniang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4355);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2014 tentang DPemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Pnrrlknlﬂnﬂ Wadiin TTrmAnana TTndana NAamar 23

ntna
Wi UNCALLLICALLL AR L LCA CA LA vx;uouas VLL\AW&& AVN\sARANIL
Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5717);

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60

Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5558) Sebagaimana telah diubah beberapa Kkali,
terakhir dengan Peraturan Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Momor 5864),



10.

11.

12.

[y
W

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

Tdascrm dvvanm i Amandnans TNATAamn +hl:le Tendmimannta
i Ciatul IVJ.C 11 L/alalil I‘CSCL l. l\ClJbl 01l 171G OTIESia

Nomor 1 14 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal
Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 158);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
2 Tahun 2015 Tentang Tata Tertib dan Mekanisme
Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Reoublik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 53);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 131.14-3458 Tahun 2016 tentang Pengangkatan
Wakil Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau.

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor ....

Tahun ...... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daecrahh Tahun Anggaran ...... {(Lembaran Daerah

Kabupaten Rokan Hulu Tahun ...... Nomor ...);

Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor .
Tahun ..... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ...... (Berita
Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun ..... Nomor ...});



21. Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor ....
Tahun ....... tentang Pengalokasian dan Peinbagian
Alokasi Dana Desa kepada Setiap Desa di Kabupaten
Rokan Hulu Tahun Anggaran ..... (Berita Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun .... Nomor ....);

22. Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor .....
Tahun ..... tentang Penetapan Besaran Penghasilan
Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan
Kepala Desa, Perangkat Desa serta Tunjangan Badan
Permusyawaratan Desa di Kabupaten Rokan Hulu
Tahun Anggaran ........ (Berita Daerah Kabupaten
Rokan Hulu Tahun...... Nomor ...);

23. Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor...
Tahun ...... tentang Pengelolaan Keuangan Desa Tahun
Anggaran ...... (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu
Tahun ..... Nomor ..... );

24. Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor ....
Tahun ...... tentang Tata Cara Pembagian dan
Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di
Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran ...... (Berita

Daerah Kabupaten Reckan Hulu Tahun ..... Nomor

).
--o”
25. Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor .......

Tahun ....... tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan
Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu
Tahun ..... Nomor ..... )s

Memperhatikan : Berita Acara Nomor : ............... Tanggal ........... Bulan
........... Tahun .......... tentang Hasil Evaluasi
Rancangan Peraturan Desa ......... Tentang Rancangan

Menetapkan :

PERTAMA

TP/ EINTYT A
XAEIAI I B

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran ...........

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN CAMAT TENTANG HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DESA ..... TENTANG
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN ............

: Hasil Evaluasi yang telah dilaksanakan oleh Tim Evaluasi

Kecamatan terhadap Rancangan Peraturan Desa ...
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran. .... sebagaimana Berita Acara terlampir secara
umum telah sesuai dengan kepentingan umum dan
ketentuan yang berlaku.

Mmaale ~ -~ e am L....—I—.—.—..J-,—..—. Tn et ~
1c:.ua.uap UCI Udscll cataitail ocraasars Uclita ac

ara
evaluasi tersebut, Kepala Desa wajib melakukan
penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung
sejak diterimanya keputusan ini.

‘I.-. =31
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KETIGA : Apabila telah dilakukan penyempurnaan, maka Kepala Desa
dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang
RAPBDesa menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa,
dimasukkan ke dalam Lembaran Desa dan wajib
mempublikasikannya kepada masyarakat serta
menyampaikan salinan Peraturan Desa tersebut kepada
Bupati melalui Badan PcuanLda}aan Masyar akat dan
Pemerintah Desa dan Camat.
KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran .............
RKELIMA Keputuoml ini berlaku pa.ua. Langgax du.ct.ayz\a.u, dcug&ﬁ
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini akan
diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di ........ccccoevinienanel.
pada tanggal__ Arab.............
Masehi
CAMAT ..ccevvenscensccnnee
Tembusan Yin.:
1. Bapak Bupati Rokan Hulu
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu.
3. Sdr. Inspektur Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu.
4. Sdr. Kepala BPMPD Kabupaten Rokan Hulu
5. Sdr. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Rokan Hulu
6. Yang bersangkutan
7. Arsip.



...............................

BERITA ACARA
NGO ¢ seisssvins

Pada hariini, ....ccocevevennnnnnes tanggal ......ccveiiiiiiiini, tahun ......... bertempat
L telah dilaksanakan Rapat Evaluasi Rancangan Peraturan Desa
..... tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
......... , Tim Evaluasi Tingkat Kecamatan dan Pemerintah Desa sebagaimana daftar
hadir terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Setelah dilakukan pembahasan terhadap rancangan Peraturan Desa
dimaksud maka secara umum hasil evaluasi dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kesesuaian Struktur dan kelengkapan dokumen APBDesa dengan
ketentuan yang berlaku

2. Kesesuxan antara dokumen perencanaan (RPJMDesa dan RKPDesa) dengan
APBDesa

3. Komposxs1 Belanja Desa dalam kelompok 30% dan 70%
a. Bidang Pemerintah Desa Rp. ........
b. Bidang Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Rp..........
4. Keselarasan antara Program Pembangunan Desa dengan Program
Pembangunan Daerah

5. Kesesuamn antara rencana belanja sesuai sumber dana dengan ketentuan
yang berlaku

6. Kesesuaxan komposisi minimal 70% Bidang Pembangunan Rp. ...........
7. Kesesuaian komposisi maksimal 30% :

a. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. .....cccooviiiiiinininnane,

b. Bidang Pembinaan Masyarakat R seensevnmeseneass s

c. Bidang Tak Terduga Rp. i,

8. Kesesuaian belanja dengan standar barang dan jasa dengan ketentuan
yang berlaku.

9. Jumlah APBDesa = Rp. ..........

Selanjutnya Pemerintah Desa diminta untuk melakukan penyesuaikan dan
penyempurnaan sesuai dengan catatan-catatan hasil evaluasi di atas.
Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang
terkait dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

PEMERINTAH DESA TIM EVALUASI KECAMATAN
Nama Jabatan Tanda Tangan Nama Jabatan Tanda Tangan




Mengingat

RANCANGAN PERA’

LAMPIRAN III:  PERATURAN RUPATI ROKAN HIULU
NOMOR : 15 TAHUN 2016

TANGGAL : 2> RAMADHAN 1437 H
0 JUNI 2016 M

KEPALADESA.......cceevinni.
KABUPATEN ROKAN HULU

TURAN DESA ...
NOMOR .. TAHUN..........

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN . wisavse

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

£

KEPALA DESA ..cvsummvervinss

et R

Avrmd

A S, . Ammorrvarn  Vormbmesdammsns  Thamsl DA = A\
. wvaiLivva olouucl LLCJJ.SCLII noLclitucatll 1 asal T I'l‘yd.i. l—l')

Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor ....
Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,
Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MPADRNaacn)l Tahitimn Anoonran .
e o= e = 1 ST ]

bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud
pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama
Badan Permusyawaratan Desa;

bahwa = berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan

Rancangan Peraturan Desa........... tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa menjadi Peraturan
Dess...dasuin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa Tahun Anggaran ..........

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun

1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Xabupaten
Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan | Undang-lIndang Nomor 24 Tahun 2008
tentang Perubahan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4880);
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2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara  Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor | 5539) Sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) Sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
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. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87

n
AdasrasDan ANJasavl

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dailam Negeri Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
20i4 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093.);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman

Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal
Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 158);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
2 Tatun 2015 Teuntang Tata Tertib dan Mekanisme
Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Reoublik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa
(Rerita Negara Republik Tndonesia Tahun 2016
Nomor 53);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 131.14-3458 Tahun 2016 tentang Pengangkatan
Wakil Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau.

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor....
Tahun 20..... tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 20... (Lembaran
Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 20... Nomor ...);

Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 21 Tahun 2015
tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
(Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015

Nomor 21);

Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor .... Tahun 20....
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Beianja
Daerah Tahun Anggaran 20.... (Lembaran Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 20....Nomor .....};



22.

23.

24.

25.

26.
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28.

29.

30.

31.

32.

Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor ... Tahun 2016
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor ...);

Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor .... Tahun 2016
Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian
Dana DNesa Setiap Nesa di Kabupaten Rokan Hulu
Tahun...... (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 20... Nomor .....);

Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor..... Tahun 20....
Tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa di
Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 20.... {Berita

Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 20...

Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor ..... Tahun 2016
tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala
Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Kepala Desa,
Perangkat Desa serta Tunjangan Badan
Permusyawaratan Desa di Kabupaten Rokan Hulu
(Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016
Nomor ....... )

Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts.
..... /DPKA/...../20.... tentang Standarisasi Satuan
Harga Barang dan  Jasa Pemerintah Kabupaten
Rokan Hulu Tahun Anggaran 20.... ;

. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomior
Kpts........ /DPKA/...../20..... tentang Penetapan

Perhitungan Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan antara Pemerintah Daerah
dan Pemerintah Desa untuk Tahun 20......

Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts
412.2/BPMPD/....... /20..... tentang Pengesahan Hasil
Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDesa) Tahap .... Tahun Anggaran
20..... ;

Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor
Kpts...... /BPMPD-PEMDES/ ...... /20.... Tentang............
(diisi sesuai dengan SK Bupati tentang Pengesahan
Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan kepala
Desay);

Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor
Kpts...../BPMPD/PEMDES/....... /20.... Tentang...........
(diisi Sesuai dengan SK Bupati tentang Pengangkatan
Pimpinan dan Anggota BPD);.

Peraturan Desa....... Nomor ........... Tahun ...... tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJMDesa) Desa........ Tahun 20...- 20..... (Lembaran
Desa.... Tahun 20... Nomor.....)

Peraturan Desa........ Nomor ... Tahun 2016 Tentang

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) Desa
....... Tahun..... (Lembaran Desa..... Tahun 20.....



Menetapkan ¢ RANCANGAN PERATURAN DESA

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.............
Dan

MEMUTUSKAN :

................

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN ........ccuueeeee.e.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1.

2.
3.
4

Desa adalah Desa.............ccoovvueeenennnnn.. ;
Pemerintah Desa adalah Pemerintahan Desa ...........ccouuvunn.n.... ;
Kepala Desa adalah Kepala Desa ............................ ;

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yg
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/hak tradisional yang diakui
dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Kepala Desa adalah kepala pemerintahan desa yang dipilih langsung oleh
masyarakat melalui pemilihan kepala desa.

Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan
pengelolaan keuangan desa.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah
dan ditetapkan secara demokratis.

. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan

oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

BAB II

ARF/LI AT ANRY TOVRARTYYL A VR A /M AN Y ANY TRVAY ANy PA PTawNm

FANCITAIVAINY DLANUAL A LAIN AN DENWAINUI L) A

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ...... dengan
rinciansebagai berikut:

1. Pendapatan Desa Rp.cviiaannns



2. Belanja Desa
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp...............

b. Bidang Pembangunan Rp.covenennnai.
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp.eoeeannini.
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rpecveernnnil,
e. Bidang Tak Terduga Rp...oeuvenenn..
Jumlah Belanja Rpecveeeiinin,
Surplus/Defisit Rp.oveeennnnn.
3. Pembiayaan Desa
a. Denerimaan Pembiayaan Rpeeeoerennnnnnn.
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp.oeerrenen.....
Selisih Pembiayaan (a—-Db) Rp.ccoernaniniis
Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran Peraturan
Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III
PENUTUP
Pasal 5

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan
Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 6
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : .......cccccuuennnin
pada tanggal :.....Arab

..... Masehi
KEPALADESA ..o

.......................

Diundangkan di Desa ....................
pada tanggal .........c.cooiiiiiiiinnn,

SEKRETARIS DESA ........ccociiiini

ooooooooooooooooooooooooo
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LAMPIRAN : PERATURAN DESA...................

NOMOR D TAHUN .......
TANGGAL _....... ARAB
....... MASEHI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA.......ccccccc..
TAHUN ANGGARAN 2600000

LigdaN N o]

RODE
REK. URAIAN ANGGARAN | KET.

1 | PENDAPATAN

1.1 Pendapatan Asli Desa

1.1.1 Hasil Usaha

- Bagian Laba UED-SP/BUMDesa

1.1.2 Hasil Aset

- Tanah Kas Desa

- Pasar Desa

- Pasar Hewan

- Tambatan Perahu

- Sewa Bangunan Desa

- Hutan milik Desa.

- Tempat Pemandian Umum.

- Objek rekreasi

- Jaringan Irigasi

- Lapangan Desa

- Aset lainnya milik desa

1.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong

- Hasil swadaya kontribusi dana

- Hasil swadaya tenaga kerja

- vrmbman moden e v ~Ada alr 1ra

xxcsxcu,au EOOIIg TOyOiig nﬁyau p' ax o

III

- dst....

1.1.4 | Lain lain Pendapatan Asli Desa yang sah

A1 ™ Y - Aama
1.1.4.1 | Pungutan desa

- Pendapatan ampang-ampang Desa

- Pendapatan bagi hasil dari KUD

- Pendapatan Administrasi Desa

1.1.4.2 | Jasa giro/ pendapatan bunga

1.1.4.3 | Hasil penjualan kekayaan desa selain
tanah desa yang dipisahkan

1.1.4.4 Pendapatan dari angsuran/ cicilan

“ﬁ“‘l 3 ﬂ’f\“
Prllijucucii

1.1.4.5 Penerimaan Komisi, potongan akibat dari
penjualan/pengadaan barang dan jasa
oleh desa




KODE

REK. URAIAN ANGGARAN | KET.

1.2 Pendapatan Transfer

1.2.1 Dana Desa

1.2.2 | Bagian dari hasil pajak & Restribusi

1.2.3 | Alokasi Dana Desa ( ADD )

1.2.4 Bantuan Keuangan :

1.2.4.1 | Bantuan Provinsi

1.2.4.2 | Bantuan Kabupaten / Kota

1.25 Jdst...cccoiiieiiiinininans

1.3 Pendapatan Lain - lain

1.3.1 Hibah

1.3.2 | Sumbangan dari pihak ke - 3 yang tidak
mengikat

1.3.3 | Bantuan Perusahaan yang beroperasi di
desa

1.3.4 | Kerja sama dengan pihak ke3
dst.......

JUMLAH PENDAPATAN




KODE
REK.

5 MY, LS 8 W A NY
N CTUT2A ALY

BELANJA

2.1

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

2.1.1

Penghasilan Tetap/Tunjangan

2.1.1.1

Belanja Pegawai

- Penghasilan tetap Kepala Desa dan

Perangkat.

- Tunjangan kepala desa dan perangkat desa

- Tunjangan BPD

2.1.2

Operasional Perkantoran

2.1.2.2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Alat tulis kantor

Belanja Perlengkapan kantor

Belanja Peralatan kantor

Belanja Rekening Air
Belanja Rekening Telepon

Belanja Rekening Listrik

Belanja Langganan Surat Kabar/Majalah

Belanja Benda Pos
Belanja Alat dan Bahan kebersihan

Belanja Langganan internet

Belanja Cetak dan penggandaan

Belanja Pemeliharaan bangunan dan atau
gedung kantor

Belanja Pemeliharaan peralatan kantor

Belanja Pemeliharaan perlengkapan kantor

Belanja Pemeliharaan computer

Belanja Pemeliharaan kendaraan dinas

Belanja Sewa perlengkapan dan peralatan
kantor

Belanja Makanan dan minuman

Belanja Pakaian dinas

Belanja Perjalanan dinas dalam daerah

Belanja Perjalanan dinas luar daerah

Bahan bakar minyak (BBM)

Honor Pegawai Tidak tetap

Honor tim

2.1.2.3

Belanja Modal

Belanja Modal Tanah

Belanja Modal sarana dan prasarana
perkantoran

Belanja Printer/computer

Belanja Meja kursi
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Belanja Lemari

Belanja Filling Kabinet

Belanja Rak arsip

Belanja Kendaraan dinas

- Dst...

2.1.3

Operasional BPD

2.1.3.2

Belanja Barang dan Jasa

- Belanja Alat tulis kantor

- Belanja Perlengkapan kantor

- Belanja Peralatan kantor

- Belanja Pemeliharaan

- Belanja Cetak dan penggandaan

- Belanja Sewa perlengkapan dan peralatan
kantor

- Ralanina Malr-anarn Aan mintiman rannt
lidiija widndiials Gdll i uiliail fapat

- Belanja Pakaian dinas

- Belanja Perjalanan dinas dalam daerah

- Belanja Perjalanan dinas luar daerah

- Dst

L L Y

2.14

Operasional RT/RW

2.1.4.2

Belanja Barang dan Jasa

- Belanja Alat tulis kantor

TVl manln Paclace clemcmmam T cm b e
- Dciailja rerCiigapail Kaiitor

- Belanja Peralatan kantor

- Belanja Cetak dan penggandaan

- dst...

158

XA

Paoanatanan dan Pencoacan Ratac Nacao

.1.5.2

Belanja Barang dan Jasa

.1.6

Penyusunan Rancangan Perdes

NN IN

.1.6.2

Belanja Barang dan Jasa

1.7

D N
N

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

2.2.1

Kegiatan Pembangunan rabat
beton/pengerasan jalan

2.2.1.2

Belanja barang dan jasa

- Upah Tenaga kerja.

- Operasional TPK

2.2.1.3

Belanja Modal

- Semen

- Besi
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2.2.2

Kegiatan pembangunan / pemeliharaan
Poskesdes/Polindes

22272

Belanja Barang dan Jasa

- Upah Tenaga kerja.

- Operasional TPK

N
%)
%)
)

D
[\
(O8]

Kegiatan Pembangunan Gedung PAUD /TK

2.2.3.2

Belanja Barang dan Jasa

- Upah Tenaga kerja.

- Operasional TPK

2:2.3.3

Belanja Modal

- Semen

- Besi

224

Kegiatan pengembangan usaha
kompos/pupuk kandang

2.2.4.2

Belanja Barang dan Jasa

- Upan Tenaga kerja.

- Operasional TPK

2243

Belanja Modal

- Semen

- Besi

o]
Lo
(@2

Kegiatan Membangun rintisan listrik desa

toanmnon rmnlrera hiden
L\/LL“&(.L ALACALENL W/ AlaAL
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Belanja Barang dan Jasa

- Upah Tenaga kerja.

- Operasional TPK

2.2.5.3

Belanja Modal

- Semen

- Besi

2.2.6.

Kegiatafi dst.. .o e

2.2.6.2

Belanja Barang dan Jasa

- Upah Tenaga kerja.

- Operasional TPK
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2.2.6.3 | Belanja Modal
- Semen
- Besi
- dst............
2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan (PKK, LPM,
2.3.1 Karang Taruna, LKA, dll.)
2.3.1.2 | Belanja Barang dan Jasa
2.3.1.3 | Belanja Modal
Pembinaan Ketentraman Masyarakat (Pos
2.3.2 Kamling, Linmas)
2.3.2.2 | Belanja Barang dan Jasa
2.3.2.3 | Belanja Modal
Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan
2.3.3 Posyandu (Gizi, Balita, Ibu Hamil, dll.)
2.3.3.2 | Belanja Barang dan Jasa
2.3.3.3 | Belanja Modal
2.3.4. Dst......
2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Kegiatan Pelatihan membuat barang-barang
2.4.1 kerajinan berbahan baku local
2.4.1.2 | Belanja Barang dan Jasa
- Honor pelatih
- Makan dan Minuim
- Bahan Pelatihan
- Dst...
Kegiatan Investasi usaha ekonomi melalui
2.4.2 kerja sama BUMDesa
2.4.2.2 | Belanja Barang dan Jasa
- Honor pelatih
- Makan dan Minum
- Bahan Pelatihan
- Dst.......
Kegiatan Pelatihan pengolahan dan pemasaran
2.4.3 hasil pertanian
2.4.3.2 | Belanja Barang dan Jasa
- Honor pelatih
- Makan dan Minum
- Bahan Pelatihan
- dsti.coeieiinnn..
244 Kegiatan pelatihan paralegal desa.
2.4.4.2 | Belanja Barang dan Jasa
- Honor pelatih
- Makan dan Minum
- Bahan Pelatihan
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Kegiatan Sosialisasi ancaman penyakit di
2.4.5 musim penghujan/kemarau
2.4.5.2 | Belanja Barang dan Jasa
- Honor pelatih
- Makan dan Minum
- Bahan Pelatihan
-dst......ceevuunnnnn.s
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah
2.4.6. | Desa dan BPD
2.4.6.2 | Belanja Barang dan Jasa
- Honor pelatih
- Makan dan Minum
- Bahan Pelatihan
- Dst...
2.4.7 - Kegiatan dst...................
2.5 Belanja Tak Terduga
2.5.1 Kegiatan Kejadian Luar Biasa.
2.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa
2.5.2 Kegiatan dst.........
JUMLAH BELANJA
SURPLUS/DEFISIT
3 PEMBIAYAAN
3.1 Penerimaan Pembiayaan
3.1.1 SILPA
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan
3.1.3 Hasil Kekavaan vang dipisahkan
3.1.4 Penerimaan Pinjaman
JUMLAH
3.2 Pengeluaran Pembiayaan
3.2.1 Pembentukan Dana Cadagan
3.2.2 Penyertaan Modal
3.2.3 Pembayaran Hutang
3.2.4 Pemberian Pinjaman Dana

JUMILAH

s AVAI4L A

KEPALA DESA...........

......... 0000000000000 COOOS




KOP BPD

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .........
Kpts.144/BPD...../20..../.......

TENTANG

KESEPAKATAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA............
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 20......

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .......

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Ayat (4)
Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor...... Tahun 2016
tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu
membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan
Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 20.....;

b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa sebagalmana dlmaksud
nadas hivwm d‘r‘ a talah Ashahna An

pada 1wl LU agAls uivcuLtaa \.-lﬂ_l

Kepala Desa;
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c. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada
huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan
Permusyawaratan Desa tentang Kesepakatan Rancangan
Peraturan Desa ‘l'entang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 20....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,
Kabupaten Rokan Huiu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902)
sebagaimana ielah diubah  beberapa kali, ierakhir
dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008, tentang
Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4355);



10.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2014 tentang DPemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Dariihahan Woadrin Atna TTrnAdaneas 1Tﬂdﬁ J 1
roluvaiiail ACTUGUR aws V.L.Luu.ns wii ung 1\‘ Cingr 23

Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5558) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 5864);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan  Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199};
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nmsamnae T1A4 Maleasen MNT1A bnwmdnanes Dadacmane Dascelenon avvan aan
IVULIIUL L 17T 1alitttl 4V LT LC]J.Da..l].s 1 cuuviiais 1 Cillvaiiguliiatl

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 2094);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak
Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
158);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2015 Tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan
Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

.
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Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Reoublik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
S3);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 131.14-3458 Tahun 2016 tentang Pengangkatan
Wakil Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau.

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2
Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 2);

Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 21 Tahun 2015
tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa
(Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015
Nomor 21);

Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor...... Tahun 2016
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor ...... );

Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor..... Tahun 2016
Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian
Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Rokan Hulu
Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten
Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor ..... );
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Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor..... Tahun 20.....
Tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa di
Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 20... (Berita
Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 20... Nomor ...);

Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor ..... Tahun 2016
tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetan Kepala
Desa, Perangkat Desa dan Tun_]angan Kepa.la Desa,
Perangkat Desa serta Tunjangan Badan
Permusyawaratan Desa di Kabupaten Rokan Hulu
Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten
Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor ....... );

Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts
030/DPKA/395/2015 tentang Standarisasi Satuan
Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten
Rokan Hulu Tahun Anggaran 2016;

Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor
Kpts........ /DPKA/...../20..... tentang Penetapan
Perhitungan Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan antara Pemerintah Daerah dan
Pemerintah Desa untuk Tahun 20...... ;

Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts
412.2/BPMPD/....... /2016 tentang Pengesahan Hasil
Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahap ..... Tahun Anggaran 2016;

17 Dvranam s ~1. TT+ 1 T emm e /DDAATIT
. IXCPH Lu.bd..ll. uupa.u 1\un.a.u 11 ulbl l\UlllUl l\PLD ...... / 101 1val LI-
PEMDES/...... /20.... Tentang......... (diisi sesuai dengan

SK. Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan
Pengangkatan kepala Desay);

Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor
Kpts...../BPMPD/PEMDES/....... /20...... tentang..... (diisi
Sesuai dengan SK Bupati tentang Pengangkatan
Pimpinan dan Anggota BPD};

Peraturan Desa....... Nomor ........... Tahun ...... tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPdJMDesa) Desa....... Tahun 20...-20...... (Lembaran
Desa.......... Tahun 20.... Nomor...)

Peraturan Desa ......... Nomor ... Tahun 2015 Tentang
Rencana Kelja Pembangunan Desa (RKPDesa)
Desa......... \uemuaran Desa Tahun 20... Nomor. '

Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ........
Nomor..... ..... tahun ...... Tanggal .............. tentang
Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa.

~ sl o am b s Dol N~ [Trnwzen s b MNasa
. Hasil Rapat P&i‘ipuxua padaii 1 CrinusSyawaidwail UeEsa

................ Nomor ....... Tahun ........... tanggal

.........................

3. Hasil Rapat Perumus Badan Permusyawaratan Desa

................ tanggal ................... sampai dengan tanggal

ooooooooooooooooooo



MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Badan Permusyawaratan Desa .............. telah menerima
dan membahas Rancangan Peraturan Desa

e ammam  Dlaaa A an ke A~ MNa ‘l—...-..,-. TN~ -
LCllels mxgscu.a.u rcuuapa.u:u.l aaii ucwu.g Ls/csa T h

20..

KEDUA :Menyepakati Rancangan Peraturan Desa........ tentang
Anggaran Pendapata.n dan Belanja Desa Tahun 20.....
dengan rincian sebagai berikut :

.................

--—.A-«.a ™ Dan

1 ac
1. 12 Ci11 ua.pal.a.u 1JESa INHeereseronanescns

2. Belanja Desa
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. ............
b. Bidang Pembangunan Rp. ...........
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. ceeenen..
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. coeeeneeee.
e. Bidang Tak Terduga

Jumlah Belanja
Surplus/Defisit

3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan
b. Pengeluaran Pembiayaan
Selisih Pembiayaan (a—-b)

TGA : Kenutusan ini mulai berlalny  geialr tanocoal ditetankan

r 3~ ¥-3 - ¢ ARSI LA IRLs Asas PRV Y AR ACAAL VA et AL L yas R

dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Disepakati di : .........cc.e..oene.
Pada tanggal Doaeeee. Arab

TYRE A4 DATAN
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN

DESA 008000000000

000000000000009000000000800
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BERITA ACARA

NOMOR :145 /........ [/20...../.......
NOMOR : 144 /BPD-..../20..../.....

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA ........... DAN
RADAN PERMUISYAWARATAN DESA

——— - —— - SEssssseasas

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG

ADTIFI,L AT AN ™ A NN A AY
ANGGARAN FENDATATAN DAN BELANJGA DESA

TAHUN ANGGARAN 20.......

Pada hari ini .......... tanggal .......... bulan ......... tahun Dua Ribu ...........
bertempat di Kantor Desa........ Kecamatan ............ Kabupaten

~1- Hulu, kami vang bertands taneca : B es Sens o
Rokan Huly, kamn ii yaiig bertanda t n di bawah in

1. (NAMA KADES) : Kepala Desa ............ , dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Pemerintah Desa
............. Kecamatan ............. Kabupaten
Rokan Hulu yang beralamat di Jalan ..........
Desa ......... ,
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. (NAMA KETUA BPD) : Ketua Badan Permusyawaratan Desa
................ , dalam hal ini bertindak untuk dan

n a nrnamn B Darmitavnrnratnn Naa
cGlciy  iladiicd alian Coriiusyawaralail | wsesa

.............. Kecamatan ............. Kabupaten
Rokan Hulu, yang beralamat Jalan ............
Desa ........... ,

yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK
KEDUA.

—akias

Menyatakan bahwa
1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan

Desa ........... tentang Anggaran Pendapatan dan Belan_)a Desa Tahun
N TNana = T ammemadoa V7~ T ~1- TIv~14 o
L\S.oo LIUDAL sevvecocse .l\CL«a..ll.la.Uall ............ l.\d.UulJﬂ.LCll I\UI\GJJ. 11 uxu. y d.lls

telah diajukan oleh PIHAK KESATU, dengan penyesuaian dan
perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam
Berita Acara ini (jika ada).
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PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian dan

perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 20...
sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.

PO

3. PIHAK KESATU akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas

Anggaran Pendapatan dan Rn]nn}g Dega Tahun 20... selaras dengan

A waslale

penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang
terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari
kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini (Jika ada).

4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat ........ untuk
mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 {(enam) hari kerja setelah
tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
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Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah

pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

................... , tanggal, bulan, tahun

KEPALA DESA ......ccccoeteneeee ’ KETUA BPD DESA ..........
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BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ............

KECAMATAN ...............
KABUPATEN ............
RiﬂATATT HAPAT
I. Pelaksanaan Rapat

1. Hari / tanggal : ....c.ccocviviniiiiniiniiiinennns

2. Jam L e s enaaa,

3. Tempat D ettt aena
II. Tuyjuan Rapat : Membahas Penetapan Rancangan Peraturan Desa
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 20........ Desa

............

II. Jenis dan sifat rapat

1. Jenis rapat : Khusus
2. Sifat rapat : Terbuka

III. Pimpinan rapat
1. Nama e rereeiierninneneens
2. Jabatan : Ketua BPD .......cccuu.......

IV. Susunan Acara rapat

1. Pembukaan oleh Ketua BPD;

2. Pembacaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun 20... Kecamatan .......... Kabupaten ......... Tahun 20......
oleh Kepala Desa;

3. Kesepakatan BPD;

4. Pembacaan Keputusan BPD tentang Kesepakatan Penetapan
Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun 20... oleh Kepala Desa;

Penandatangan dan penyerahan
Sambutan Kepala Desa
Penutup oleh Ketua BPD

Noo

V. Sekretaris rapat
1. Nama D e,
2. Jabatan : Sekretaris BPD ...........

VI.Jumiah anggota BPD yang hadir

1. Jumlah anggota BPD Deeenes Orang
2. Hadir dalam rapat paripurna Deeeeeee Orang
3. Tidak hadir dalam rapat paripurna D eveeens Orang
Vii. Unsur Pemerintah yang hadir D evee Orang

VIII. Jalannya rapat.

1. Pembukaan Pimpinan Rapat
Ketua BPD membuka rapat bersama-sama membaca Basmallah;
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.Sambutan Kepala Desa : membacakan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun 20... Kecamatan ...... Kabupaten Rokan Hulu;

. Pembahasan dan Kesepakatan BPD

Setelah mendengarkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun 20... Kecamatan ...... Kabupaten Rokan Hulu
yang disampaikan Kepala Desa dan melakukan pembahasan oleh
semua anggota BPD menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Tahun 20....

.Rapat ditutup oleh Ketua BPD dengan bersama-sama membaca
Hamdallah.

............... , tanggal, bulan, tahun
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA, SEKRETARIS,




RANCANGAN PERATURAN DESA

LAMPIRAN IV: PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR :15 TAHUN 2016
TANGGAL : 25 RAMADHAN 1437 H
WJUNI 2016 M

BEPABA DESA,..oovmmmumiinnien
KABUPATEN ROKAN HULU

NOMOR ... TAHUN ;50005
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN .........

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ..ccovvvvviinnnn.

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (5) Peraturan

L

Bupati Rokan Hulu Nomor........ Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan
Peraturan Desa  tentang  Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas.
perlu diatur Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran
2016 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
1000 b dem e Thasan e msndyy Trman T alha v o ndman MAalalacern
LoD LCliL Lmls 1 ciipclitunall lxauuyau;u 1 cxcuawau,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan

Ta " N
AAALARSEAL €LY i‘vbulu LANAVSLLUNTACA ANSLLANS

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008, tentang
Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomeor 107, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4880);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 47, Tambahan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);




10.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia -Nomor 58

nTNNE tontaneor DPanoaalalana Wartinmaonn MNnharal
PRV AW E WS L Lm;s L \JJ.I.&\./J.U.I.C‘I.WJ. Lrx um;s(‘.u.; AsC L CuLy

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

A
LCirrvarsy

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Republik indonesia Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia, Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5558) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 5864);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199);



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
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20.

21.

22,

23.
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2094);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015
Mawmdawsmays Dadacann~ Tl Avvraen o an meonan | » P OUPL e, [ TTAl- An~nl
1 cuLa.us 1 caiitiail l\CWCllallsa.ll pcivasal naitl Tian noail
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015
Tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan
Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Reoublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 131.14-3458 Tahun 2016 tentang Pengangkatan
Wakil Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau.

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor....
Tahun 20.... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Rokan Hulu Tahun Anggaran 20.... (Lembaran
Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 20.... Nomor...);

Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 21 Tahun 2015
tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
(Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015
Nomor 21);

Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor ..... Tahun 20...
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 20.... (Lembaran Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 20..... Nomor .... );

Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor...... Tahun 2016
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor ...... );

Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor..... Tahun 2016
Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian
Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Rokan Hulu Tahun
Anggaran 20.... (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 20... Nomor ..... );



24.

25.
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29.

30.

31.

32.

33.
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Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor..... Tahun 20..
Tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa di
Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 20... (Berita
Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 20... Nomor s

Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor ..... Tahun 2016
tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala
Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Kepala Desa,
Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan
Desa di Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten
Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor ....... );

Keputusan Bupati Rokan  Huln Nomor  Knts.
...... /DPKA/....../20...... tentang Standarisasi Satuan
Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Rokan

Hulu Tahun Anggaran 20....;

Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor
T amd JT\DIZ A / [XsYa) dram b o o Pasm Ad o onmam
DPWceeeene. /1 zm/ ..... [ AVYeesns LCILLGJ.J.S 1 CILCLCLPGLLL

Perhitungan Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan antara Pemerintah Daerah dan
Pemerintah Desa untuk Tahun 20......

Keputusan Bupati Rokan  Hulu Nomor Kpts
412.2/BPMPD/....... /20..... tentang Pengesahan Hasil
Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (APBDesa) Tahap ...... Tahun Anggaran 20....;

Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts

412.2/BPMPD/ ....... /20...... tentang Pengesahan Hasil
Evaluasi Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa ....... Tahap ... ....Tahun Anggaran
20...... ;

Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts...... /BPMPD-
PEMDES/...... /20.... Tentang....(diisi sesuai dengan

SK.Bupati tentang Pengesahan Pemberhentian dan
Pengesahan Pengangkatan kepala Desa);

Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor
Kpts...../BPMPD/PEMDES/ ....... /20...... tentang.....(diisi
Sesuai dengan SK Bupati tentang Pengangkatan Pimpinan
dan Anggota BPD);

Peraturan Desa........ Nomor ........... Tahun ...... tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJMDesa) Desa....... Tahun 20...-20.....(Lembaran
Desa.... Tahun 20.... Nomor....);

Peraturan Desa......... Nomor ... Tahun 2015 Tentang
Rencana Kerja Pembangunan Desa ( RKPDesa) Desa.....
(Lembaran Desa.... Tahun 20.... Nomor....);
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Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.............
Dan
KEPM DESA 000000000000 (I XYY

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA ...cccccceveeenee TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN ..........

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1.

2.
3.
4

10.

Desa adalah Desa.........cccocoeevvnvinnnanenen. ;
Pemerintah Desa adalah Pemerintahan Desa .......ccocvvuvnannn.... ;
Kepala Desa adalah Kepala Desa ..........c.cccccvvenenenen.. ;

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang
selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yg memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara

T’l\ﬁl\"!"ﬂ“ Dl\“\i‘k1;1r '“Af\“hﬁ:ﬁ
nidatuadil [Rlpuuiin 11iuvliivoia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Kepala Desa adalah kepala pemerintahan desa yang dipilih langsung oleh

masvarakat melalui pemilihan kepala desa,

Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan
pengelolaan keuangan desa.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah
dan ditetapkan secara demokratis.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan
oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ...... setelah
perubahan, dengan rincian sebagai berikut:



1. Pendapatan Desa

a.

fal b 4
ofmuia

b. Bertambah/ berkurang

Jumlah ............

2. Belanja Desa:
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Q

a.

~h

1) Semula
2) Bertambah/ berkurang
Jumlah .....................

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

1) Semula
2) Bertambah/ berkurang

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

1) Semula
2) Bertambah/ berkurang
Jumlah ................

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1}  Semuia

2) Bertambah/ berkurang

Jumlah .................

Bidang Tidak Terduga

i). Semuia

2) . Bertambah/ berkurang
Jumlah ..............

Jumlah Belanja Desa
1). Semula
2) . Bertambah/ berkurang
Jumlah Belanja................
Surplus/Decfisit
1). Semula
2). Bertambah/ berkurang
Jumlah ..................

.
3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan
1). Semula
2). Bertambah/ berkurang

b. Pengeluaran Pembiayaan

1). Semula
2). Bertambah/ berkurang

Selisih ........cc.e...n.n. (a=Db)

oooooooooooo

oooooooooooo




Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran
Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan
KepalaDesa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap
orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini

~ o A1 T mne~rlhmnsenan TNAan~

A nam A - e o e - Al e -~ ~
GETigaii plriCiiipataiiiiya Gaudaiil LCIMoarall UCSa .vvveervennnnnn..

Ditetapkan di : ....................
pada tanggal :......... Arab

.......................

Diundangkan di Desa ....................
pada tanggal Daeeeenns Arab
D Masehi

SEKRETARIS DESA ......ccccceviiininee.

-------------------------
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LAMPIRAN : PERATURAN DESA.....................
NOMOR Deveneeens TAHUN......
TANGGAL : _........ ARAB

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes )
DESA........ «+s.. TAHUN ANGGARAN .......

KODE

JUMLAH LEBIH/
URA ARAN
TAN ANGG PERUBAHAN | BERKURANG

2 3 4 5=3-4

4

TOAVRAFTL. A Y
FEANLIAL A L AN

1.1

Pendapatan Asli Desa

1.1.1

Hasil Usaha

- Bagian Laba UED-
SP/BUMDesa

1.1.2

Hasil Aset

- Tanah Kas Desa

- Pasar Desa

- Pasar Hewan

Lq PRy, NPy AU & Jpnyiy, S
- ldliivdalall rcialiu

- Sewa Bangunan Desa

- Hutan milik Desa.

- Tempat Pemandian Umum.

- Obijek rekreasi

- Jaringan Irigasi

- Lapangan Desa

- Aset lainnya milik desa

1.1.3

Swadaya, Partisipasi dan
Gotong Royong

- Hasil swadaya kontribusi
dana

- Hasil swadaya tenaga kerja

- Kegiatan gotong royong
kepada pihak ke III

- dst....

Lain lain Pendapatan Asli

Desa yang sab

Pungutan desa

- Pendapatan ampang-ampang
Desa

- Pendapatan bagi hasil dari

TZTITY
DUy

- Pendapatan Administrasi
Desa

1.1.4.2

Jasa giro/ pendapatan bunga

1.1.4.3

Hasil penjualan kekayaan desa
selain tanah desa yang
dipisahkan

1.1.4.4

Pendapatan dari angsuran/
cicilan penjualan
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KODE URAIAN ANGGARAN | _JUMLAH | LEBIH/ |
. PERUBAHAN | BERKURANG
1 2 3 4 5=3-4 6
Penerimaan Komisi, potongan
1.1.4.5 |akibat dari
penjualan/pengadaan barang
dan jasa oleh desa
dst................
1.2 Pendapatan Transfer
1.2.1 Dana Desa
Bng{nn dari hagil pajwl{ &
1.2.2 Restribusi
1.2.3 Alokasi Dana Desa ( ADD )
1.2.4 Bantuan Keuangan :
1.2.4.1 | Bantuan Provinsi
1.2.4.2 | Bantuan Kabupaten / Kota
1.2.5 dst oooiiiiiniiinnnnns
1.3 Pendapatan Lain - lain
1.3.1 Hibah
1.3.2 Suinbangai daii pihak ke - 3
yang tidak mengikat
1.3.3 Bantuan Perusahaan yang
beroperasi di desa
1.3.4 Kerja sama dengan pihak ke3
dst.......

JUMLAH PENDAPATAN




KODE URAIAN ANGGARAN | _JUMLAH | LEBIH/
PERUBAHAN | BERKURANG
1 2 3 4 5=3-4
2 BELANJA
Bidang Penyelenggaraan
2.1 Pemerintahan Desa
2.1.1 Penghasilan Tetap/Tunjangan
2.1.1.1 | Belanja Pegawai
- Penghasilan tetap Kepala
Desa dan Perangkat.
-Tunjangan kepala desa dan
perangkat desa
- Tunjangan BPD
2.1.2 Operasional Perkantoran
2.1.2.2 | Belanja Barang dan Jasa

- Belanja Alat tulis kantor

- Belanja Perlengkapan kantor

- Belanja Peralatan kantor

- Belanja Rekening Air

- Belanja Rekening Telepon

- Belanja Rekening Listrik

- Belanja Langganan Surat
Kabar/Majalah

- Belanja Benda Pos

- Ala+ A PRals
Bclanja Alat dan Bahan

kebersihan

- Belanja Langganan internet

- Belanja Cetak dan
penggandaan

- Belanja Pemeliharaan
bangunan dan atau gedung
kantor

- Belanja Pemeliharaan
peralatan kantor

- Belanja Pemeliharaan
perlengkapan kantor

- Belanja Pemeliharaan
computer

- Belanja Pemeliharaan
kendaraan dinas

- Belanja Sewa perlengkapan
dan peralatan kantor

- Belanja Makanan dan
minuman

- Belanja Pakaian dinas

- Belanja Perjalanan dinas
dalam daerah

- Belanja Perjalanan dinas
luau daeran

- Bahan bakar minyak (BBM)

- Honor Pegawai Tidak tetap

- Honor tim




KODE

NKEA.

URAIAN

ANGGARAN

JUMLAH

PERUBAHAN

LEBIH/

XA UNKANG

2

4

5=3-4

2.1.2.3

Belanja Modal

- Belanja Modal Tanah

- Ralanin N
Belanja Mcdal sarana dan

prasarana perkantoran

- Belanja Printer/computer

- Belanja Meja kursi

- Belanja Lemari

- Belanja Filling Kabinet

- Belanja Rak arsip

- Belanja Kendaraan dinas

- Dst. ..

2.1.3

Operasional BPD

2.1.3.2

Belanja Barang dan Jasa

- Bnlnnja Alat tulie kantor

- Belanja Perlengkapan kantor

- Belanja Peralatan kantor

- Belanja Pemeliharaan

- Relania Ceatalr Aan
uv‘.‘“‘.’“ T W AALR WALAL A

penggandaan

- Belanja Sewa perlengkapan
dan peralatan kantor

- Belanja Makanan dan

S o P dmm o o o

mifiuniai rapat

- Belanja Pakaian dinas

- Belanja Perjalanan dinas
dalam daerah

- Belanja Perjalanan dinas
luar daerah

- Dst.....

Operasional RT/RW

Relania Raran
= ab

elania Barang dan

- Belanja Alat tulis kantor

- Belanja Perlengkapan kantor

- Belanja Peralatan kantor

- Belanja Cetak dan
penggandaan

- dst...

2.1.5.

Penetapan dan Penegasan
Batas Desa

2.1.5.2

Belanja Barang dan Jasa

2.16

Penyusunan Rancangan Perdes

2.1.6.2

Belanja Barang dan Jasa

2.1.7




KODE

KXIvA.

URAIAN

ANGGARAN

JUMLAH

e, & e A

PERUBAHAN

f—
-]

LEBIH/

UXANG

2

4

5=34

2.2

Bidang Pelaksanaan
Pembangunan Desa

2.2.1

Kegiatan Pembangunan rabat
beton /pengerasan jalan

2.2.1.2

Belanja barang dan jasa

- Upah Tenaga kerja.

- Operasional TPK

2.2.13

Belanja Modal

- Semen

- Besi

2.2.2

Kegiatan pembangunan /
pemeliharaan
Poskesdes/Polindes

N
€]
N
[

TV ool Dncamimce Jocn T om
DClal Jd. Dauu_ug Ucall vada

- Upah Tenaga kerja.

- Operasional TPK

2.2.2.3

Belanja Modal

- Semen

- Besi

2.2.3

Kegiatan Pembangunan
Gedung PAUD /TK

2.2.3.2

Belanja Barang dan Jasa

- Upah Tenaga kerja.

MNamnarm 3 ~an ~ 1T DT
- Upciaodiviial 11 I

2233

Belanja Modal

- Semen

- Resi

224

Kegiatan pengembangan usaha
kompos/pupuk kandang

2.2.4.2

Belanja Barang dan Jasa

- Upah Tenaga kerja.

- Operasional TPK

2243

Belanja Modal

- Semen

- Besi

- Upah Tenaga kerja.

- Operasional TPK




KODE

iy URAIAN ANGGARAN | _JUMLAH | LEBIH/
FPERUBAHAN REKURANG
1 2 3 4 5=34
Kegiatan Membangun rintisan
2.2.5 listrik desa tenaga makro hidro
2.2.5.2 | Belanja Barang dan Jasa
2.2.5.3 | Belanja Modal
- Semen
- Besi
- dst............
2.2.6. Kegiatan dst..........
2.2.6.2 | Belanja Barang dan Jasa
- Upah Tenaga kerja.
- Operasional TPK
L K
2.2.6.3 | Belanja Modal
- Semen
- Besi
- dst............
Riﬂnnc Pembinaan
2.3. Kemasyarakatan
Kegiatan Fasilitasi
Kelembagaan (PKK, LPM,
2.3.1 Karang Taruna, LKA dll)
2.3.1.2 | Belanja Barang dan Jasa
2.3.1.3 | Belanja Modal
Pembinaan Ketentraman
Masyarakat (Pos Kamling,
2.3.2 Linmas)
2.3.2.2 | Belanja Barang dan Jasa
2.3.2.3 | Belanja Modal
Kegiatan Pengelolaan dan
Pembinaan Posyandu(Gizi,
2.3.3 Balita, Ibu Hamil dll)
2.3.3.2 | Belanja Barang dan Jasa
2.3.3.3 | Belanja Modal
2.3.4. Dst......
Bidang Pemberdayaan
2.4 Masyarakat
Kegiatan Pelatihan membuat
barang-barang kerajinan
2.4.1 berbahan baku lokal
2.4.1.2 | Belanja Barang dan Jasa
- Honor pelatih
- Makan dan Minum
- Bahan Pelatihan
- Dst...
Kegiatan Investasi usaha
ekonomi melalui kerj Jja Saiitia
2.4.2 BUMDesa
2.4.2.2 | Belanja Barang dan Jasa
- Honor pelatih
- Makan dan Minum
- Bahan Pelatihan
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KODE URAIAN ANGGARAN | _JUMLAH | LEBIH/ | ..
. PERUBAHAN | BERKURANG
1 2 3 4 5=23-4 6
Kegiatan Pelatihan pengolahan
2.4.3 dan pemasaran hasil pertanian
2.4.3.2 | Belanja Barang dan Jasa
- Honor pelatih
- Makan dan Minum
- Bahan Pelatihan
- dst......oieneneel
Kegiatan pelatihan paralegal
2.4.4 desa.
2.4.4.2 | Belanja Barang dan Jasa
- Honor pelatih
- Makan dan Minum
- Bahan Pelatihan
- dst.....
Kegiatan Sosialisasi ancaman
penyakit di musim
2.4.5 penghujan /kemarau
2.4.5.2 | Belanja Barang dan Jasa
- Honor pelatih
- Makan dan Minum
- Bahan Pelatihan
L | SO
Kegiatan Peningkatan
Kapasitas Aparatur Pemerintah
2.4.6. | Desa dan BPD
2.4.6.2 | Belanja Barang dan Jasa
- Honor pelatih
- Makan dan Minum
- Bahan Pelatihan
- Dst...
2.4.7 - Kegiatan dst...................
2.5 Belanja Tak Terduga
2.5.1 Kegiatan Kejadian Luar Biasa.
2.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa
2.5.2 Kegiatan dst.........
JUMLAH RELAN.JA
SURPLUS/DEFISIT
3 PEMBIAYAAN
3.1 Penerimaan Pembiayaan
3.1.1 SILPA
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan
Hasil Kekayaan yang
3.1.3 dipisahkan
3.1.4 Penerimaan Pinjaman

JUMLAH
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KODE URAIAN ANGGARAN | _YJUMLAH | LEBIH/

FERUBAHAN ERRURANG
1 2 3 4 5=3-4

3.2 Pengeluaran Pembiayaan

3.2.1 Pembentukan Dana Cadagan

3.2.2 Penvertaan Modal

3.2.3 Pembayaran Hutang

3.2.4 Pemberian Pinjaman Dana

JUMLAH

KEPALA DESA....

0800000000




KOP BPD
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .........
Kpts.144 /BPD...../Tahun.../.......
TENTANG
KESEPAKATAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA........... .
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN .........
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....c....

Menimbang :

Mengingat:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 Ayat (5)

[y

Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor...... Tahun 2016
tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu
membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran ....... ;

bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana
Aqmalro’nr‘ "\OAQ 1‘\111“’!1“" ﬂ 4-9101% A‘lkﬁ"\ﬂﬁ f‘f)‘l’\ f“l(‘ﬁﬂﬂ]’au

VALLLACALLIMWI VAN lJ 4i\Al 42 iy \.u-uvyu.;\

bersama Kepala Desa;

bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada
huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan
Permusyawaratan Desa tentang Kesepakatan Rancangan
Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Tahun Anggaran ...... ;

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun

1000 R | n PR, e P R PDalatacerm an
P o LCllitally rcuxucutunau Aauupa.u:u rcxcuawau,

Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan
Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran

negaia 1\\.1.1 Uciig NGoneEsia NOINoY u 7 val R 192 scu.u.xcuxa.

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun

1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Noamar 107 Tamhahan Lemharan 'I\To(rara Pohuhb}v

AN asavsa ANy A CAassdsriasa s ALA N A

Indonesia Nomor 4880);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik indonesia Nomor 4286);



10.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5558) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Momor 5864);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199);
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

o
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20.

21.

22.

=84=

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembanguinan Desa

Salimas SV ~--s8llD —aaallil

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2094);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015
Maswtasmmes TNadacnnon T Aavernan nam vnan Dol o comslerm om ale Amal TTavral
1Tiitaliy 1L cuvitiai LXCWCLLG_ILSCUJ peEraasarsan l. 1aus NSdi uSul

dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015
Tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan
Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa

(D anwsda Namman Da b an A~ M™Ales NON1TL N~
\peliia ncscua. 1\cpu 1119 .I.LJ.LI.UL.I.CDJ.G. Laliuil 4v 1O INnGITIOT \)\)’,

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 131.14-3458 Tahun 2016 tentang Pengangkatan
Wakil Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau.

Peraturan Daerah Knhnnnfpn Rokan Hulii Nomor

Tahun 20..... tentang Anggaran Pendapa:c;;i dan Belét.l:ié
Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 2);

Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 21 Tahun 2015

dmam b am m. N DA D~ A TNama
Lcuta.us La.t,a waia Lcusaua.a.u ucua_us/ ua.oa. UL coa

" (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015 Nomor

21);

Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor ..... Tahun 20...
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 20.... (Lembaran Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 20... Nomor .....);

Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor..... Tahun 20...
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 20.... Nomor ...... );



23. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor..... Tahun.......
Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian
Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Rokan Hulu Tahun

Anggaran ....... (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu
Tahun ........ Nomor ..... );
24. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor..... Tahun.....

Tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa di
Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran.... (Berita Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun ....... Nomor ...... );

25. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor ..... Tahun 2016

tentang Ppnpfannn Regaran Ppnahneﬂgn ‘T‘Pfan Kenala

e =) - waaL S SRR

Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Badan
Permusyawaratan Desa di Kabupaten Rokan Hulu (Berita
Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor ....... )s

26. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts.

....... /DPKA/....../20.... tentang Standarisasi Satuan Harga
Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu
Tahun Anggaran ......... ;

27. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor
Kpts........ /DPKA/...../20..... Tentang Penetapan

Perhitungan Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan antara Pemerintah Daerah dan
Pemerintah Desa untuk Tahun 20......

28. Keputusan Bupati Rokan  Hulu Nomor  Kpts
412.2/BPMPD/ ....... /20...... Tentang Pengesahan Hasil
Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (APBDesa) Tahap ...... Tahun Anggaran 20.....;

29. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts
412.2/ BPMPD [oeeenn. /20...... tentang Pengesahan Hasil

Ternls Dasane o~ Pawmrlaale~ oo v e

Evaluasi Rancangan 'erubahan Anggaran D cuuapau:ux

dan Belanja Desa (P-APBDesa) Tahap ... Tahun Anggaran

20...... ;

30. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts...... /BPMPD-
PEMDES/...... /20.... Tentang......... (diisi Sesuai dengan SK
Bupati tentang Pengesahan Pemberhentian dan
Pengesahan Pengangkatan kepala Desa);

31. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor
Kpts...../BPMPD/PEMDES/ ....... /20..... tentang...... (diisi
Sesuai dengan SK Bupati tentang Pengangkatan Pimpinan
dan Anggota BPD);

32. Peraturan Desa........... Nomor ........... Tahun ...... tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Desa
(RPdJMDesa) Desa........... Tahun 20...-20..... (Lembaran
Desa ....... Tahun 20..... Nomor...);

33. Peraturan Desa............. Nomor ... Tahun 20..... Tentang
Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa)
Desa...... Tahun ....... (Lembaran Desa....... Tahun 20...
Nomor...);

Memperhatikan: 1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ........
Nomor..... ..... tahun ...... Tanggal .............. tentang
Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa.



Menetapkan :
KESATU

2. Hasil Rapat Parlpuma Badan Permusyawaratan Desa
................ Nomor ....... tahun .......... tanggail

ooooooooooooooooooooooooo

............. tanggal........ sampai dengan tanggal ...................
MEMUTUSKAN

: Badan Permusyawaratan Desa .............. telah menerima dan

membahas Rancangan Peraturan Desa ................. tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun

Aanvrmanm e b TDaman mr am ~rman Dawa 4‘ uran MNaca dman 4

. LV{cuycycuxau Raiicaiigaii 1 ¢t 1 L/CSA.erennns Ciitaing
Perubahan Anggaran Pendapatan d Belanja Desa Tahun
20.... dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa
a. Semula
b. Bertambah/ berkurang
Jumlah ............

2. Belanja Desa:

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
1) Semula
2) Bertambah/ berkurang
Jumlah ..................

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
1) Semula Rp.........
2) Bertambah/ berkurang Rp.........

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
1) Semula Rp...c.ce....
2) Bertambah/ berkurang Rp......ooe.
Jumlah ......... Rp...co..n....

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1) Semula
2) Rertambah / herlkuran

2) Bertambah zurang

Jumlah .................

e. Bidang Tidak Terduga
1) Semula
2) Bertambah/ berkurang
Jumlah ......

f. Jumlah Belanja Desa
1) Semula
2) Bertambah/ berkurang
Jumlah Belanja................




g. Surplus/Defisit
1jSemuia
2)Bertambah /berkurang
Jumlah ..................

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaai Peimbiayaail
1)Semula Rp..oonrnnies
2)Bertambah /berkurang Rp............
Jumlah............... Rp....coeee.
b. Pengeluaran Pembiayaan
1} Scmula Rpevevennnnn.
2)Bertambah/berkurang Rp............
Jumlah............... Rp.........
Selisih ............ (a-Db) Rp............

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

™ 1.4 kX .
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Pada tanggal Doieee.. Arab
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BERITA ACARA
NOMOR  : 145 /........ /20.....] ...
NOMOR  : 144 /BPD-..../20..../.....

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA ........... DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ............

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG

'D'E‘PI‘I’DA'I.‘I‘AR‘I‘ A'M'("I‘A'DA‘NI’ DE‘MT\A‘DA'I‘A‘M‘ DA‘I'I’ D'ﬂ\‘l’ A'l'l’ ‘I'A T\E‘QA

. W SPEDALEDLY i VALRAGCERLY & ASAVASLAL £D A

TAHUN ANGGARAN 20.....
Pada hari ini .......... tanggal .......... bulan ......... tahun Dua Ribu ...........
bertempat di Kantor Desa........ Kecamatan ............ Kabupaten Rokan Hulu,

kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. (NAMA KADES) : Kepala Desa ............ , dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Pemerintah Desa .............
Kecamatan ........... Kabupaten Rokan Hulu yang
beralamat di Jalan .......... Desa ......... ,
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. (NAMA KETUA (BPD) : Ketua Badan Permusyawaratan Desa ..............
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Badan Permusyawaratan Desa  ..............
Kecamatan ........... Kabupaten Rokan Hulu, yang

heralamat .Jalan Desca

~ e s0cs00s0svte 4ar WwadlA sesevssenes

yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan
Desa ........... tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun 20... Desa .......... Kecamatan ............ Kabupaten Rokan Hulu
yang telah diajukan oleh PIHAK KESATU, dengan penyesuaian dan
perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam
Berita Acara ini (jika ada).

2. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian dan
perubahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
20... sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.

3. PIHAK KESATU akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 20... selaras
dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan
yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari
kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini (Jika ada).

4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat ... ... untuk

mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah
tanggal ditandatangani Berita Acara ini.



Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandafangani oleh kedua belah
pihak dalam rangkap 2 (duaj untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya. |

................... , tanggal, bulan, tahun

KEPALA DESA ..'..’0“..00;.‘0.’ KETUA BPD DESA Secvoosscny

9060000000000 0000085000005000000000 i 0000000005000 000300000300006908
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BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ............
KECAMATAN ...............
KABUPATEN ............

RISALAH RAPAT

I. Pelaksanaan Rapat
1. Hari / tanggal : .....................e.
2. Jam D eeeererreerneeeenenenas
3. Tempat D rereierrereneanan

II. Tujuan Rapat : Membahas Penetapan Rancangan Peraturan Desa
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
20........ Desa ............

II. Jenis dan sifat rapat

1. Jenis rapat : Khusus
2. Sifat rapat : Terbuka

[II. Pimpinan rapat
1. Nama D ereeeetierenaseennes
2. Jabatan : Ketua BPD ...................

IV. Susunan Acara rapat
1. Pembukaan oleh Ketua BPD;
2. Pembacaan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa Tahun 20... Kecamatan .......... Kabupaten .........
Tahun 20...... oleh Kepala Desa;

3. Kesepakatan BPD;

4. Pembacaan Keputusan BPD tentang Kesepakatan Penetapan
Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun 20... oleh Kepala Desa;

5. Penandatangan dan penyerahan

6. Sambutan Kepala Desa

7. Penutup oleh Ketua BPD

V. Sekretaris rapat
1. Nama D eeereenees
2. Jabatan : Sekretaris BPD ...........

VI. Jumiah anggota BPD yang hadir

1. Jumlah anggota BPD D eeeees Orang
2. Hadir dalam rapat paripurna D eveeene Orang
3. Tidak hadir dalam rapat paripurna D eeens Orang
Vii. Unsur Pemerintah yang hadir T Orang

VIII. Jalannya rapat.

1. Pembukaan Pimpinan Rapat
Ketua BPD membuka rapat bersama-sama membaca Basmallah;



2. Sambutan Kepala Desa : membacakan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 20... Kecamatan ...... Kabupaten
Rokan Hulu;

3. Pembahasan dan Kesepakatan BPD
Setelah mendengarkan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Tahun 20... Kecamatan ...... Kabupaten Rokan Hulu
yang disampaikan Kepala Desa dan melakukan pembahasan oleh
semua anggota BPD menyepakati Rancangan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 20....

4. Rapat ditutup oleh Ketua BPD dengan bersama-sama membaca
Hamdallah.

............... , tanggal,bulan,tahun
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA, SEKRETARIS,
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LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR . 1S TAHUN 2016
TANGGAL : 25 RAMADHAN 1437 H
2 JUNI 2016 M

FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENATAUSAHAAN
PENERIMAAAN DAN PENGELUARAN KEUANGAN DESA

A. RENCANA ANGGARAN BIAYA

RENCANA ANGGARAN BIAYA

DESA ..o, KECAMATAN ..o,
TAHUN ANGGARAN ................
1. Bidang =@ e,
2. Kegiatan D eeieeeecreecnrneeniernnennns

3. Waktu Pelaksanaan D eeeerareceneseeneranaeanes

Rincian Pendanaan

HARGA
NO. URAIAN VOLUME | saTuan | JUMLAH
(Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5
JUMLAH (Rp.)
................. ,tanggal ...l
Disetujui/ mengesahkan:
Kepala Desa Pelaksana Kegiatan

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Cara pengisian :

1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja
desa.

Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan Kegiatan dalam
APBDesa.

kolom 1 diisi dengan nomor urut

kolom 2 diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan.

kolom 3 diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang.

icoiom 4 diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran uniuk membayar
orang/barang

kolom 5 diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4.

ouAL N

N
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B. FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN ( SPP)

DESA ..ooiiiiiieieannen. KECAMATAN ...otiiiiiiiiiiiineeennnnns
TAHUN ANGGARAN ......cce.......
1. uxdang © eeseseececeseerersarrrasenren
2. Kegiatan T reeeeeeseeenreeeneneenenanns
3. Waktu Pelaksanaan : .....ccccoveevvvvnvennnnnnn

Rincian Pendanaan

pAGU | PPASATRAN prrMinTaan| DV | sisa
NO. URAIAN ANGGARAN LALU SEKARANG SAAT INI DANA
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
JUMLAH
................. ,tanggal .....cooeviiiiiininns
Telah dilakukan verifikasi Pelaksana Kegiatan
Sekretaris Desa
Setujui untuk dibayarkan Telah dibayar lunas
Kepala Desa Bendahara

.....................................................................................

Petunjuk pengisian:

1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok
belanja desa.

Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan
dalam APBDesa.

Kolom 1 dengan nomor urut.

Kolom 2 diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatan.
Kolom 3 diisi dengan rincian pagu dana sesuai dengan rencana kegiatan.
Kolom 4 diisi dengan rincian jumlah anggaran yang telah dibayar
sebelumnya.

Kolom 5 diisi dengan rincian yang dimintakan untuk dibayar.

Kolom 6 diisi dengan jumlah permintaan dana sampai saat ini.

Kolom 7 disi dengan sisa anggaran.

SMAL N

0 0N
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C. FORMAT BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN

.......................

...........................................

1. Bidang
2. Kegiatan:

Penerimaan (Rp.) Pengeluaran(Rp.) J

N .

No .| Tanggal Uraian _ omor i—— i Pengembali
Dari Bukti . an ke

Swadaya Barang |Belanja | , . .~

Masyarakat dan | Modal T

Saldo
Kas

(Rp.)

2 3 4 | 5 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Pindahan
Jumlah dari
halaman

onl'\n'h'imnvn

Jumlah

Total Total Pengeluaran
Penerimaan

Total Pengeluaran +
Saldo Kas

................................

Cara pengisian:

Bidang diisi berdasarkan klasifikasi kelompok.

Kegiatan diisi sesuai dengan yang ditetapkan dalam APBDesa.
Kolom 1 diisi dengan nomor urut.

Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi.

Kolom 3 diisi dengan uraian transaksi.

Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima bendahara.
Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima dari masyarakat.
Kolom 6 diisi dengan nomor bukti transaksi.

Kolom 7 diisi dengan jenis pengeluaran belanja barang dan jasa.
10 Kolom 8 diisi dengan jenis pengeluaran belanja modal.

11. Kolom 9 diisi dengan jumlah rupiah yang dikembalikan kepada bendahara.
12. Kolom 10 diisi dengan jumlah saldo kas dalam rupiah.

VoONOON KON




D. FORMAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA

DESA ..o, KECAMATAN ..oviiiiiiiiiiiiieeiinieennns
TAHUN ANGGARAN .....cccoeuueeee.
1. Bidang :© .c.ccviiviiiiiiininn
2. Kegiatan : ......c.cocoevvevinieninnnnnn.
NO. PENERIMA URAIAN JU(I‘R’III;‘;‘H
i 2 3 4
JUMLAH «.vvveeeeeeeeeeeeeeeeeeveenenann

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut di atas sebagaimana terlampir,
untuk kelengkapan administrasi dan pemerikasaan sesuai peraturan perundang-
undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

..........................................................



E. BUKU KAS UMUM

BUKU KAS UMUM

DESA . ooiiiiiiiinennns KECAMATAN ..ottt eeeieereereaaanns
TAHUN ANGGARAN ...ciivierevienannnns
JUMIAH
KODE PENERIMA | PENGELUAR | NO | PENGELUAR | SALDO
No | Tel.|  REKENING URAIAN AN AN BUKTI AN
(Rp.) (Rp.) , KOMULATIF
1 | 2 3 4 5 6 7 8 9
JUMLAH Rp. Rp.
................ ,tanggal .......ceveninnne..
MENGETAHUI BENDAHARA DESA,
KEPALA DESA...cccccicvvivinenne. ,
Cara Pengisian :

Kolom 1diisi dengan nomor urut penerima kas atau pengeluaran kas
Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas
Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas
Kolom 4 diisi dengan uraian transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas
Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas

Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas

Koiom 7 diisi dengan nomor bukii iransaksi

Kolom 8 diisi dengan penjumlahan komulatif pengeluaran kas

Kolom 9 diisi dengan saldo kas.

Catatan :

sebelum ditandatangani Kepala Desa wajib di periksa dan di paraf oleh
Sekretaris Desa.




F. BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
BUKU KAS PEMBANTU PAJAK

DESA .ccoiiieiiiiieeinnens KECAMATAN ..tviriiiiiiieieeieieeennenes
TAHUN ANGGARAN ........
No.| TANGGAL URATAN PEMOTONGAN | PENYETORAN | SALDO
(Kp.) (Rp.) (Kp.)
1 2 3 4 5 6
JUMLAH
................ , tanggal ..ol

MENGETAHUI : BENDAHARA DESA,

KEPALA DESA,
Cara Pengisian :

Kolom 1diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran
Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran
Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas.

Kolom 5 diisi dengan jumiah rupiah pengeiuaran kas.

Kolom 6 diisi dengan saldo buku kas bendahara.



G. BUKU BANK DESA
BUKU BANK DESA
DESA ...cciciiiiiiieennns KECAMATAN ..cctviiiiieiinninieieininnnen
TAHUN ANGGARAN .........
BULAN
BANK CABANG
REK. NO.
Pemasukan Pengeluaran
Tanggal | Uraian . . Biaya
Bukti Setor | Bunga | Penari , ;.
No | tr ax:’sak traJ:‘.sak transaksi an bank kan ’3‘,?3’,‘ acimﬁz:ﬂz_ls Saldo
—a ~~a R . R ) R . '4\,1Jcl Ui A
| (Rp) | (Rp) | (Rp.) (Rp.)
I 2 -3 4 S .6 T 8 9 10
TOTAL TRANSAKSI BULAN INI
TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF
.......... , tanggal ...............
MENGETAHUI
BENDAHARA DESA,

KEPALA DESA,

.........................................

Cara Pengisian :
Kolom 1diisi dengan nomor urut pemasukan dan pengeluarandengan Bank.

Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi Bank.

........................

Kolom 3 diisi dengan uraian transaksipemasukan dan pengeluaran.

Tl mann A

T.
FeX

QUL T

. 53 PRGN, P A B N e I
ULDSL UETLYWUTiL IJuntL u UILOUNSL.

Kolom 5 diisi dengan pemasukan jumlah setoran.
Kolom 6 diisi dengan pemasukan jumlah bunga bank..

Kolom 7 diisi dengan pengeluaran jumlah penarikan.

Kolom 8 diisi dengan pengeluaran jumlah pajak.
Kolom 9 diisi dengan pengeluaran biaya administrasi.

Kolom 10 diisi dengan saldo Bank.




I. LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN

=9Q9=

Kode
Rek.

Uraian

Pendapatan

Anggaran

Realisasi Realisasi Fisik
keuangan %

Realisasi

Realisa Saldo

SPJ [Target]
si

Ket

PADes

Transfer

Dana Desa

Bagi Hasil Pajak

Alokasi Dana
Desa

Bantuan Pem.
Propinsi

Bantuan Pem.
Kabunaten

Lain-lain

II

Belanja

Bid.
Penyelengaraan
Pemerintah Desa

Bid.
Pelaksanaan
Pembangunan

[$)]

Rid. Pembhingan

Masyarakat

Bid.
Pemberdayaan
Masyarakat

Bid. Tak Terduga

..................................
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J. REGISTER PENUTUPAN KAS

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas
Nama Penutupan Kas/Pemegang Kas

Tanggal Penutupan Kas Bulan Lalu L senesmmsmvmen enen
Jumlah Penerimaan Rp. e
Jumlah Pengeluaran TREL. 5ot
Saldo Buku 4 2 P
Saldo Kas o Ty s T,
Terdiri dari:

1. Lembar Uang Kertas @ Rp. 100.000,-  vsncn inLBERDEE R
Lembar Uang Kertas @ Rp. 50.000,- S Lembar IR
Lembar Uang Kertas @ Rp. 20.000,- - Lembar :Rp.........
Lembar Uang Kertas @ Rp. 10.000,- e Lembar :Rp.........
Lembar Uang Kertas @ Rp. 5.000,- i s Lembar :Rp.........
Lembar Uang Kertas @ Rp. 2.000,- b in i mni Lembar :Rp.........
Lembar Uang Kertas @ Rp. 1.000,- b e Lembar :Rp.........

2. Keping Uang Logam @ Rp. 1.000,- Bovnocs o Keping 75 o
Keping Uang Logam @ Rp. 500,- Ensuncin Keping 2 T4 S
Keping Uang Logam @ Rp. 200,- s Keping Rp.........
Keping Uang Logam @ Rp. 100,- eeeens Keping ‘Rp.........
Keping Uang Logam @ Rp.  50,- B i Keping Rp.ooenin

3. Ordonasi/ SPM/SPP/Wesel
Cek, Saldo Bank, Materai dan sebagainya : Rp. .........

Jumlah......oiin. Rp. ool
Perbedaan Kas g 4 s PR

Penjelasan Mengenai perbedaan Kas ....

Mengetahui: Desa........... I—— £ —
Kepala Desa...c.vwesboss Bendahara




LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU

NN MATTT TN
NCMOCR : s TAIIUN 20185

TANGGAL : 25 RAMADHAN 1437 H
20JUNI2016 M

FORMAT LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA SEMESTER
PERTAMA, LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA AKHIR TAHUN,
DAN PERDES LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN APBDESA

KODE JUMLAH LEBIH
REK. URAIAN ANGGARAN REALISASI BERKURA/NG
1 2 3 4 5=3-4
1 | PENDAPATAN
1.1 Pendapatan Asli Desa
1.1.1 Hasil Usaha
- Bagian Laba UED-
SP/BUMDesa
1.1.2 Hasil Aset
- Tanah Kas Desa
- Pasar Desa

- Pasar Hewan

Lea) 1 4 ™ 1
- ldampatall reranu

- Sewa Bangunan Desa

- Hutan milik Desa.

- Tempat Pemandian Umum.

- Obiek rekreasi

- Jaringan Irigasi

- Lapangan Desa

- Aset lainnya milik desa

Swadaya, Partisipasi dan
1.1.3 Gotong Royong

- Hasil swadaya kontribusi
dana

- Hasil swadaya tenaga kerja

- Kegiatan gotong royong
kepada pihak ke III

- dst....

Lain lain Pendapatan Asli

dodo™ T At DR ’“ll& DAL

1.1.4.1 | Pungutan desa

- Pendapatan ampang-ampang
Desa

- Pendapatan bagi hasil dari

TIT TN
nNULD

- Pendapatan Administrasi
Desa

1.1.4.2 | Jasa giro/ pendapatan bunga




Hasil penjualan kekayaan desa

102

1.1.4.3 | selain tanah desa yang
dipisahkan
1.1.4.4 | Pendapatan dari angsuran/
cicilan penjualan
RODE URAIAN AN JUMLAI LEn
REK. GGARAN | REALISASI | BERKURANG |SET-
1 2 3 4 5=23-4 6
Penerimaan Komisi, potongan
1.1.4.5 |@akibat dari
penjuaian/pengadaan barang
dan jasa oleh desa
o
1.2 Pendapatan Transfer
121 Dana Desa
Bagian dari hasil pajak &
1.2.2 Restribusi
1.2.3 Alokasi Dana Desa ( ADD )
1.2.4 Bantuan Keuangan :
1.2.4.1 | Bantuan Provinsi
1.2.4.2 | Bantuan Kabupaten / Kota
1.2.5 11> S O
1.3 Pendapatan Lain - lain
1.3.1 Hihah
1.392 Sumbangan dari pihak ke - 3
yvang tidak mengikat
1.3.3 Bantuan Perusahaan yang
beroperasi di desa
1.3.4 Kerja sama dengan pihak ke3

JUMLAH PENDAPATAN




KODE URAIAN ANGGARAN | JUMLAH | LEBIH/
REK. REALISASI BERKURANG o
1 2 3 4 5=3-4 6
2 BELANJA
Bidang Penyelenggaraan
2.1 Pemerintahan Desa

2.1.1 Penghasilan Tetap/Tunjangan

2.1.1.1 [ Belanja Pegawai

- Penghasilan tetap Kepala
Desa dan Perangkat.

_MNsansmenvnen lemmala Jacma Ao
1ulljaligall nCpala uvda uall

perangkat desa

- Tunjangan BPD

2.1.2 Operasional Perkantoran

2.1.2.2 | Belanja Barang dan Jasa

- Belanja Alat tulis kantor

- Belanja Perlengkapan kantor

- Belanja Peralatan kantor

- Belanja Rekening Air

- Belania Rekening Telenon

- Belanja Rekening Listrik

- Belanja Langganan Surat
Kabar/Majalah

- Belanja Benda Pos

- Belanja Alat dan Bahan
kebersihan

- Belanja Langganan internet

- Belanja Cetak dan
penggandaan

- Belanja Pemeliharaan
bangunan dan atau gedung
kantor

- Belanja Pemeliharaan
peralatan kantor

- Belanja Pemeliharaan
perlengkapan kantor

- Belanja Pemeliharaan
computer

- Belanja Pemeliharaan
kendaraan dinas

- Belanja Sewa perlengkapan
dan peralatan kantor

- Belanja Makanan dan

Adsssacassalasa

- Belanja Pakaian dinas

- Belanja Perjalanan dinas
dalam daerah

- Belanja Perjalanan dinas
luar daerah

- Bahan bakar minyak (BBM)

- Honor Pegawai Tidak tetap

- Honor tim
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KODE

REK.

URAIAN

ANGGARAN

JUMLAH
REALISASI

LEBIH/

BERKURANG

2

4

5=3-4

2.1.23

Belanja Modal

- Belanja Modal Tanah

- Belanja Modal sarana dan
prasarana perkantoran

- Belanja Printer/computer

- Belanja Meja kursi

- Relania lL.emari
2 1L 1

- Belanja Filling Kabinet

- Belanja Rak arsip

- Belanja Kendaraan dinas

- Nat
LDl

2.1.3

Operasional BPD

2.1.3.2

Belanja Barang dan Jasa

™.l AT ad eVl Ve hnn
© DCldllja Nial LU saliwul

- Belanja Perlengkapan kantor

- Belanja Peralatan kantor

- Belanja Pemeliharaan

TV i MoV A
- DCidlija LClans uall

penggandaan

- Belanja Sewa perlengkapan
dan peralatan kantor

- Belanja Makanan dan
minuman rapat

- Belanja Pakaian dinas

- Belanja Perjalanan dinas
dalam daerah

- Belanja Perjalanan dinas
luar daerah

- Dst.....

N
—
KN

Operasional RT/RW

A
[Ty
I
[$)

™1 ™ . Jmsm T m o
DClallja Daldiil Ucall Jasa

- Belanja Alat tulis kantor

- Belanja Perlengkapan kantor

- Belanja Peralatan kantor

- Belanja Cetak dan
penggandaan

- dst...

Penetapan dan Penegasan
Batas Desa

Belanja Barang dan Jasa

Penyusunan Rancangan Perdes

Belanja Barang dan Jasa
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KODE

REK.

URAIAN

ANGGARAN

JUMLAH

REALISASI

LEBIH/
BERKURANG

2

4

5=3-4

2.2

Bidang Pelaksanaan
Pembangunan Desa

2.2.1

Kegiatan Pembangunan rabat
beton /pengerasan jalan

2.2.1.2

Belanja barang dan jasa

- Upah Tenaga kerja.

- Operasional TPK

2.2.1.3

Belanja Modal

- Semen

- Besi

2.2.2

Kegiatan pembangunan /
pemeliharaan
Poskesdes/Polindes

2.2.2.2

Belanja Barang dan Jasa

- Upah Tenaga kerja.

- Operasional TPK

b
b
P
w

2.2.3

Kegiatan Pembangunan
Gedung PAUD /TK

2.2.3.2

Belanja Barang dan Jasa

- Upah Tenaga kerja.

- Operasional TPK

2.2.3.3

Belanja Modal

- Semen

- Besi

-dst............

224

Kegiatan pengembangan usaha
kompos/pupuk kandang

2.2.4.2

Belanja Barang dan Jasa

- Upah Tenaga kerja.

- Operasional TPK

2243

Belanja Modal

- Semen

- Besi

- Upah Tenaga kerja.

- Operasional TPK




KODE URAIAN ANGGARAN | YUMLAH LEBIH/
REK. Y | REALISASI | BERKURANG
1 2 3 2 5=34

Kegiatan Membangun rintisan
2.2.5 listrik desa tenaga makro hidro

2.2.5.2 | Belanja Barang dan Jasa

2.2.5.3 | Belanja Modal

- Semen

- Besi

Kegiatan dst................

N [

b [
o e
N

Belanja Barang dan Jasa

- Upah Tenaga kerja.

- Operasional TPK

2.2.6.3 | Belanja Modal

- Semen

- Besi

Dildlig L CiNCiidall

2.3. Kemasyarakatan

Kegiatan Fasilitasi
Kelembagaan (PKK, LPM,
Karang Taruna, LKA dll)

Mol TN oaeman dﬁ-ﬂ HEY
LClcllja Valally Uall vada

SOl FRST

NN N
w [ |
w o

Belanja Modal

Pembinaan Ketentraman
Masyarakat (Pos Kamling,
2.3.2 | Linmas)

2.3.2.2 | Belanja Barang dan Jasa

2.3.2.3 | Belanja Modal

Kegiatan Pengelolaan dan -
Pembinaan Posyandu(Gizi,
2.3.3 Balita, Ibu Hamil dll)

2.3.3.2 | Belanja Barang dan Jasa

2.3.3.3 | Belanja Modal

2.3.4. |Dst......
Bidang Pemberdayaan
2.4 Masyarakat

Kegiatan Pelatihan membuat
barang-barang kerajinan
2.4.1 berbahan baku local

2.4.1.2 | Belanja Barang dan Jasa

Honor pelatih

-
A ANFLANS A

- Makan dan Minum

- Bahan Pelatihan

- Dst...

Kegiatan Investasi usaha
ekonoini melaiui kerja saina

2.4.2 BUMDesa

2.4.2.2 | Belanja Barang dan Jasa

- Honor pelatih

- Makan dan Minum

- Bahan Pelatihan
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KODE

REK.

URAIAN

ANGGARAN

JUMLAH
REALISASI

LEBIH/

BERKURANG

2

3

4

5=3-4

2.4.3

Kegiatan Pelatihan pengolahan
dan pemasaran hasil pertanian

2.4.3.2

Belania Barang dan Jasa

- Honor pelatih

- Makan dan Minum

- Bahan Pelatihan

244

Kegiatan pelaiinan paralegai
desa.

24.4.2

Belanja Barang dan Jasa

- Honor pelatih

- Makan dan Minum

- Bahan Pelatihan

2.4.5

Kegiatan Sosialisasi ancaman
penyakit di musim
penghuian/kemarau

2.4.5.2

Belanja Barang dan Jasa

- Honor pelatih

- Makan dan Minum

- Bahan Pelatihan

2. 4.6.

Kegiatan Peningkatan
Kapasitas Aparatur Pemerintah
Desa dan BPD

2.4.6.2

Belanja Barang dan Jasa

- Honor pelatih

- Makan dan Minum

- Bahan Pelatihan

- Dst...

2.4.7

- Kegiatan dst...................

2.5

Belanja Tak Terduga

2.5.1

Kegiatan Kejadian Luar Biasa.

2.5.1.2

Belanja Barang dan Jasa

2.5.2

Kegiatan dst.........

A T ANTTA

SURPLUS/DEFISIT

PEMBIAYAAN

3.1

Penerimaan Pembiayaan

3.1.1

SILPA

3.1.2

Pencairan Dana Cadangan

Hasil Kekayaan yang
dipisahkan

enerimaan Pinjaman
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KODE JUMLAH LEBIH
REK. URAIAN ANGGARAN REALISASI | BERKUR / NG KET.
1 2 3 4 5=23-4 6
3.2 Pengeluaran Pembiayaan
3.2.1 Pembentukan Dana Cadagan
3.2.2 Penyertaan Modal
3.2.3 Pembayaran Hutang
3.2.4 Pemberian Pinjaman Dana

JUMLAH

KEPALA DESA..............




LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA AKHIR TAHUN
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KODE
REK.

URAIAN

ANGGARAN

JUMLAH
REALISASI

LEBIH/
BERKURANG

2

4

5=34

[

TIESATTL A T A TV A AT
L ENNASLAL £2 & £2AN

1.1

Pendapatan Asli Desa

1.1.1

Hasil Usaha

- Bagian Laba UED-
SP/BUMDesa

1.1.2

Hasil Aset

- Tanah Kas Desa

- Pasar Desa

- Pasar Hewan

- Tharmhatarn Daralaay
l1Atiiiaccrii 1 viaarul

- Sewa Bangunan Desa

- Hutan milik Desa.

- Tempat Pemandian Umum.

- Objek rekreasi
- Jaringan Irigasi

- Lapangan Desa

- Aset lainnya milik desa

1.1.3

— e & -—

[ - S TP "™ ..ALS_2 3
Swadaaya, rarusipasi aan

Gotong Royong

- Hasil swadaya kontribusi
dana

- Hasil swadaya tenaga kerja

- Kegiatan gotong royong
kepada pihak ke III

- dst....

Lain lain Pendapatan Asli

Desa vang sah
o x - ]

Pungutan desa

- Pendapatan ampang-ampang
Desa

- Pendapatan bagi hasil dari

1’4 81))
DL

- Pendapatan Administrasi
Desa

1.1.4.2

Jasa giro/ pendapatan bunga

1.1.4.3

Hasil penjualan kekayaan desa
selain tanah desa yang
dipisahkan

1.1.4.4

Pendapatan dari angsuran/
cicilan penjualan
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1.1.4.5

Penerimaan Komisi, potongan
akibat dari
penjualan/pengadaan barang
dan jasa oleh desa

1.2 Pendapatan Transfer

1.2.1 Dana Desa
Bagiaii dari hasil pajak &

1.2.2 Restribusi

1.2.3 Alokasi Dana Desa ( ADD )

1.2.4 Bantuan Keuangan :

1.2.4.1 | Bantuan Provinsi

1.2.4.2 | Bantuan Kabupaten / Kota

1.2.5 dst....cocevvvnvenennnn.n.

1.3 Pendapatan Lain - lain

1.3.1 Hibah

1.3.2 Sumbangan dari pihak ke - 3
yang tidak mengikat

1.3.3 Bantuan Perusahaan yang
beroperasi di desa

1.3.4 Keria sama dengan nihak ke3

JUMLAH PENDAPATAN




111=

KODE URAIAN ANGGARAN | JUMLAH |  LEBIH/
REK. REALISASI BERKURANG
1 2 3 4 5=3-4
2 BELANJA
Bidang Penyelenggaraan
2.1 Pemerintahan Desa

2.1.1 Penghasilan Tetap/Tunjangan

2.1.1.1 | Belanja Pegawai

- Penghasilan tetap Kepala
Desa dan Perangkat.

- Tuiyjangan Kepala desa dai
perangkat desa

- Tunjangan BPD

2.1.2 Operasional Perkantoran

2.1.2.2 | Belanja Barang dan Jasa

- Belanja Alat tulis kantor

- Belanja Perlengkapan kantor

- Belanja Peralatan kantor

- Belanja Rekening Air

- Belania Rekening Telenon

- Belanja Rekening Listrik

- Belanja Langganan Surat
Kabar/Majalah

- Belanja Benda Pos

- Belanja Alat dan Bahan
kebersihan

- Belanja Langganan internet

- Belanja Cetak dan
penggandaan
- Belanja Pemeliharaan

bangunan dan atau gedung
kantor

- Belanja Pemeliharaan
peralatan kantor

- Belanja Pemeliharaan
perlengkapan kantor

- Belanja Pemeliharaan
computer

- Belanja Pemeliharaan

kendaraan dinas

- Belanja Sewa perlengkapan
dan peralatan kantor

- Belanja Makanan dan

TMIIMITIrTMOr
AL22140ALANCALL

- Belanja Pakaian dinas

- Belanja Perjalanan dinas
dalam daerah

- Belanja Perjalanan dinas
luar daerah

- Bahan bakar minyak (BBM)

- Honor Pegawai Tidak tetap

- Honor tim
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2.1.2.3

Belanja Modal

- Belanja Modal Tanah

- Belanja Modal sarana dan
prasarana perkantoran

- Belanja Printer/computer

- Belanja Meja kursi

- Bplnﬂjn Lemari

L= 2

- Belanja Filling Kabinet

- Belanja Rak arsip

- Belanja Kendaraan dinas

- DNDat

A A SRR

2.1.3

Operasional BPD

2.1.3.2

Belanja Barang dan Jasa

~ e 2

™. AT b doe ol e Ve e
- DCJ.'dJ..le Alat LUlLS salilul

- Belanja Perlengkapan kantor

- Belanja Peralatan kantor

- Belanja Pemeliharaan

WV N V. ...
- DfCldlljd LClas Ucall

penggandaan

- Belanja Sewa perlengkapan
dan peralatan kantor

- Belanja Makanan dan
minuman rapat

- Belanja Pakaian dinas

- Belanja Perjalanan dinas
dalam daerah

- Belanja Perjalanan dinas
luar daerah

- Dst.....

SEIS
[y
H

-
43
[\

1 ™ 3 Toon
Dlldilja Dalcadill uall vada

- Belanja Alat tulis kantor

- Belanja Perlengkapan kantor

- Belanja Peralatan kantor

- Belanja Cetak dan
penggandaan

- dst...

2.1.5

S meire

Penetapan dan Penegasan

BRatas Desa

2.1.5.2

Belanja Barang dan Jasa

2.1.6

Penyusunan Rancangan Perdes

2.1.6.2

Belanja Barang dan Jasa

2.1.7
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2.2

Bidang Pelaksanaan
Pembangunan Desa

2.2.1

Kegiatan Pembangunan rabat
beton/pengerasan jalan

2.2.1.2

Belanja barang dan jasa

- Upah Tenaga kerja.

- Operasional TPK

22.13

Belanja Modal

- Semen

- Besi

2.2.2

Kegiatan pembangunan /
pemeliharaan
Poskesdes/Polindes

2.2.2.2

Belanja Barang dan Jasa

- Upah Tenaga kerja.

- Operasional TPK

™
PO
P
w

Belania Modal

- Semen

- Besi

223

Kegiatan Pembangunan
Gedung PAUD /TK

2.2.3.2

Belanja Barang dan Jasa

- Upah Tenaga kerja.

- Operasional TPK

2.2.3.3

Belanja Modal

- Semen

- Besi

-dst............

224

Kegiatan pengembangan usaha
kompos/pupuk kandang

2.2.4.2

Belanja Barang dan Jasa

- Upah Tenaga kerja.

- Operasional TPK

2243

Belanja Modal

- Semen

- Besi

- Upah Tenaga kerja.

- Operasional TPK
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Kegiatan Membangun rintisan
2.2.5 listrik desa tenaga makro hidro

2.2.5.2 | Belanja Barang dan Jasa

2.2.5.3 | Belanja Modal

- Semen

- Besi

2.2.6, Regiatan dsb. oo
2.2.6.2 | Belanja Barang dan Jasa

- Upah Tenaga kerja.

- Operasional TPK

B¢ - AU o
2.2.6.3 | Belanja Modal

- Semen

- Besi

- dst............

Bidang Pembinags
2.3 Kemasyarakatan

Kegiatan Fasilitasi

Kelembagaan (PKK, LPM,
2.3.1 Karang Taruna, LKA dll)
2.3.1.2 | Belanja Barang dain Jasa
2.3.1.3 | Belanja Modal

Pembinaan Ketentraman
Masyarakat (Pos Kamling,
2.3.2 Linmas)

2.3.2.2 | Belanja Barang dan Jasa

2.3.2.3 | Belanja Modal

Kegiatan Pengelolaan dan
Pembinaan Posyandu(Gizi,
2.3.3 Balita, Ibu Hamil dll)

2.3.3.2 | Belanja Barang dan Jasa

2.3.3.3 | Belanja Modal

2.3.4. Dst......
Bidang Pemberdayaan
2.4 Masvarakat

Kegiatan Pelatihan membuat
barang-barang kerajinan
2.4.1 berbahan baku local

2.4.1.2 | Belanja Barang dan Jasa

- Hannr nalatih
SOnNner peiatn

- Makan dan Minum

- Bahan Pelatihan

- Dest...

Kegiatan Investasi usaha
ekonoini meiaiui kerja sama

2.4.2 BUMDesa

2.4.2.2 | Belanja Barang dan Jasa

- Honor pelatih

- Makan dan Minum

Bahan Pelatihan
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Kegiatan Pelatihan pengolahan
2.4.3 dan pemasaran hasil pertanian

2.4.3.2 | Belanja Barang dan Jasa

- Honor pelatih

- Makan dan Minum

- Bahan Pelatihan

Kegiatan pelatihan paralegal
244 desa.

2.4.4.2 | Belanja Barang dan Jasa

- Honor pelatih

- Makan dan Minum

- Bahan Pelatihan

Kegiatan Sosialisasi ancaman
penyakit di musim
2.4.5 penghujan/kemarau

2.4.5.2 | Belanja Barang dan Jasa

- Honor pelatih

- Makan dan Minum

- Bahan Pelatihan

Kegiatan Peningkatan
Kapasitas Aparatur Pemerintah
2.4.6. | Desa dan BPD

2.4.6.2 | Belanja Barang dan Jasa

- Honor pelatih

- Makan dan Minum

- Bahan Pelatihan

- Dst...

2.4.7 - Kegiatan dst...................

2.5 Belanja Tak Terduga

2.5.1 Kegiatan Kejadian Luar Biasa.

2.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa

2.5.2 Kegiatan dst.........

TITRAYT ALT DM ANTTA
U VIAVILINL L LI inINJ )

SURPLUS /DEFISIT
3 PEMBIAYAAN
3.1 Penerimaan Pembiayaan

3.1.1 SILPA

3.1.2 Pencairan Dana Cadangan

Hasil Kekayaan yang
3.1.3 dipisahkan
214 Penerimaan Dlrnaman

JUMLAH
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3.2 Pengeluaran Pembiayaan

3.2.1 Pembentukan Dana Cadagan

3.2.2 Penyertaan Modal

3.2.3 Pembayaran Hutang

3.2.4 Pemberian Pinjaman Dana

JUMLAH

KEPALA DESA...

080000000 0000000000

ooooooooooo
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C. PERDES LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
APBDESA

KEPARK DESR. insmissivissnesminn
KABUPATEN ROKAN HULU
RANCANGAN PERATURAN DESA ....c.cocvvviiiinnnns

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(CAHUN ANGGARAN ..onsumpmases

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA ..ocovenvsvimniniss

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 61 ayat (5)
Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor ... Tahun 2016
tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa
menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);

b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran
Pendanatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud
pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama
Badan Permusyawaratan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Raiicaiigail Peraturan i3 [ - A tentang  Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa menjadi Peraturan
Desa....... tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

IATDDTMNAaaAal Maliyyas A am e e
(4311010 0a) lallull MNUIERAIAll o ’

Mengingat: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902)
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sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008, teniang
Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara
Republikindonesia Nomor 4880);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-UIndang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2011 tentang Dembentukan DPeraturan DPerundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhirdengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58

+ TAlAann P-S30s aYeista] ™
Tahun 2005 tentang Pengelclaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Repubiik indonesia Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5558) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengain Peraturan Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Momor 5864);

Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 ‘I'ahun 2006;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

Thasem dv v 2em am | n PP PP AN or7
rciatulall ricdolucii INOLUUL o1

Paommdvsaeman AAnandnsd Thalawe ANocanewd Tdassslhlile ToaTmomocda
rciacuian 1viC11LC11 L/aiaiil .I.VCSCI. 1 .I.\Cpu. L 111UU1ICS1IAa
Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 2094);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak
Asal Usul dn Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2015 Tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan
Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

Tl e dov v waom wm NA mcm dmaas TVNAT b1\ PP TP Toa-~-1a121. Tam ol onn ot
rciaiLurall 1viCliiLTl12 L/aiailil INCHEC11 L\CP uuiin 11i1uulicola
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Reoublik Indonesia Tahun 2015 Nomor

2036),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
53);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 131.14-3458 Tahun 2016 tentang Pengangkatan
Wakil Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau.
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Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor ....
Tahun 20.... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 20..... (Lembaran Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 20... Nomor ..... 15

Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 21 Tahun 2015
tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
(Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015
Nomor 21);

Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor ...... Tahun 2016

tentang Pengelolaan Keuangan Desa Berita Daerah
Kabupaten Rolcan Huln Tahun 2016 Nam con

Of—x

Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor..... Tahun 2016
Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian
Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Rokan Hulu Tahun
Anggaran 20.... (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 20.... Nomor ..... ¥

Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor....... Tahun 20..
Tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa di
Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 20..... (Berita
Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 20... Nomor.....);

Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor ..... Tahun 2016
tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala
Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Kepala Desa,
Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan
Desga di Kabupaten Rokan Hulu (BRerita Daerah Kabunaten
Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor ....... );

Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor
Kpts..i.s J/DPKA/...... /20.... tentang Standarisasi Satuan
Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten
Rokan Hulu Tahun Anggaran 20.....;

Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor
Kpts....... /DPKA/....... i — tentang Penetapan

Perhitungan Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan perkotaan antara Pemerintah Daerah dan
1’1 nann 'l‘“ 1 ’r‘ﬂ]"\'l'!”\ r)n

i UJ.LJ.\/J.J.J.LL(LLJ. LI L{.I.J.LIAJ.!. LCALEALYL iV savenn )

Keputusan  Bupati  Rokan Hulu Nomor  Kpts
412.2/BPMPD/....... /20...... tentang Pengesahan Hasil
Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahap ...... Tahun Anggaran 20....... :

Keputusan  Bupati Rokan  Hulu Nomor  Kpts
412.2/BPMPD/....... 1200 tentang Pengesahan Hasil
Evaluasi |Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Tahap ... Tahun Anggaran 205

2
nnnnnnnn ~1- -1+ JDODAIMTY
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PEMDES / ...... / 20 (dusz sesuai dengan SK  Bupati
tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan
Pengangkatan kepala Desa);




30. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor
Kpts...../BPMPD/PEMDES/....... /20.... {diist sesual
dengan SK Bupati tentang Pengangkatan Pimpinan dan
Anggota BPD);

31. Peraturan Desa Nomor ........... Tahun ...... Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJMDesa) Tahun 20.....- 20.... (Lembaran Desa Tahun

20..... Nomor...... );

32. Peraturan Desa Nomor ....... Tahun 2016 Tentang
Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) (Lembaran
Desa....... Tahun 20... Nomor.....);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA..........

Dan
KEPALA DESA 0000000000000 000COOOS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN

PERTANGGUNGJAWABAN  REALISASI  PELAKSANAAN
ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 20........ MENJADI PERATURAN
DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) TAHUN
ANGGARAN 20........

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

el

Desa adalah Desa.........ccccocveviiiininnennnn. ;
Pemerintah Desa adalah Pemermtahan Desa ..cooeovvvieviniennnnnnn. ;

o o~

I{el.la.l.d. cha adalah I\Cpcua DCDCL ............................ )

Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat
hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan

n n Noonrn Kaantinan BRaniihlil-
dihormat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia;
Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah
lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam

penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa:

AL ALLGALATRaa oy



6. Kepala Desa adalah Pemimpin Desa yang dipilih secara langsung oleh
penduduk desa yang bersangkutan;

7. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh
Kepala Desa dan Badan Badan Permusyawaratan Desa;

8. Pemerintah Desa atau Kepala Desa dan Perangkat Desa;

9. Peraturan Desa adalah peraturan yang dibuat oleh Kepala Desa dan
Badan Permusyawaratan Desa.

BAB 11
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
Pasal 2

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ............
dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa Rp...........

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp.ceeeeeenanen

b. Bidang Pembangunan Rp.eiieiinnne.

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp..coiveinians

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp.coveeiennnans

e. Bidang Tak Terduga Rp..ooeenrene...
Jumlah Belanja Rp.coiiaenennn.
Surplus/Defisit Rp...............
3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan Rp.oeieennn.

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp.ooooveeeeenn.
Selisih Pembiayaan (a-b) Rpeeeeireinnnns

Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran Peraturan
Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
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BAB. III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala
Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa ............

Ditetapkan di : ....................
pada tanggal :.......... Arab

KEPALA DESA ..........cc.......

.......................

Diundangkan di Desa ....................
pada tanggal D eerrreeres Arab
.......... Masehi

ooooooooooooooooooooooooo



LAMPIRAN

: PERATURAN DESA

NOMOR .. TAHUN.......
TANGGAL ...ARAB
....... MASEHI

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DESA.......cc...... TAHUN ANGGARAN .........

KODE
REK.

URAIAN

ANGGARAN

JUMLAH
REALISASI

LEBIH/
BERKURANG

2

3

4

PENDAPATAN

1.1

Pendapatan Asli Desa

1.1.1

Hasil Usaha

- Bagian L.aba UED-
(&

SP/BUMDesa

1.1.2

Hasil Aset

- Tanah Kas Desa

- Pasar Desa

- Pasar Hewan

- Tambatan Perahu

- Sewa Bangunan Desa

- Hutan milik Desa.

- Temnat Pemandian Umum

A AAAPITAL A AAATAL LA ACAL Adavrasse

- Objek rekreasi

- Jaringan Irigasi

- Lapangan Desa

- Aset lainnya milik desa

1.1.3

Swadaya, Partisipasi dan
Gotong Royong

- Hasil swadaya kontribusi
dana

- Hasil swadaya tenaga kerja

- Kegiatan gotong royong
kepada pihak ke III

- dst...

1.1.4

Lain lain Pendapatan Asli
Desa yang sah

1.14.1

Pungutan desa

- Pendapatan ampang-ampang
Desa

- Pendapatan bagi hasil dari
KUD

- Pendapatan Administrasi
Desa

1.1.4.2

Jasa giro/ pendapatan bunga

1.1.4.3

Hasil penjualan kekayaan desa
selain tanah desa yang
dipisahkan

f—a
-t
»
n

:
Pcndapatan dari angsuran/

cicilan penjualan




KODE URAIAN ANGGARAN | YUMLAH | LEBIH/
REK. REALISASI BERKURANG

Penerimaan Komisi, potongan
1.1.4.5 |akibat dari
penjualan/pengadaan barang
dan jasa oleh desa

1.2 Pendapatan Transfer

1.2.1 Dana Desa
TV mlmce Jead e o2 cm 2”1 O_
Dug;'a.u uall 1iadit pd.Jd.t& Qb

1.2.2 Restribusi

1.2.3 Alokasi Dana Desa ( ADD )

1.2.4 Bantuan Keuangan :

1.2.4.1 | Bantuan Provinsi

1.2.4.2 | Bantuan Kabupaten / Kota

1.2.5 dst .ocoeeiiiiininannnnn.

1.3 Pendapatan Lain - lain

1.3.1 Hibah

1.3.2 Sumbangan dari pihak ke - 3
yang tidak mengikat

1.3.3 Bantuan Perusahaan yang
beroperasi di desa

1.3.4 Keria sama dengan nihak ke3

JUMLAH PENDAPATAN
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KODE URAIAN ANGGARAN | JUMLAH |  LEBIH/
REK. REALISASI BERKURANG
1 2 3 4 5=3-4

2 BELANJA
Bidang Penyelenggaraan
2.1 Pemerintahan Desa

2.1.1 Penghasilan Tetap/Tunjangan

2.1.1.1 | Belanja Pegawai

- Penghasilan tetap Kepala
Desa dan Perangkat.

Mysantasnvman leaanntn Jaca Ao
- 1uUiijaiigail scpara G€sa aain

perangkat desa

- Tunjangan BPD

2.1.2 Operasional Perkantoran

2.1.2.2 | Belanja Barang dan Jasa

- Belanja Alat tulis kantor

- Belanja Perlengkapan kantor

- Belanja Peralatan kantor

- Belanja Rekening Air

- Belania Rekening Telepon

- Belanja Rekening Listrik

- Belanja Langganan Surat
Kabar/Majalah

- Belanja Benda Pos

- Belanja Alat dan Bahan
kebersihan

- Belanja Langganan internet

- Belanja Cetak dan
penggandaan

- Belanja Pemeliharaan
bangunan dan atau gedung
kantor

- Belanja Pemeliharaan
peralatan kantor

- Belanja Pemeliharaan
perlengkapan kantor

- Belanja Pemeliharaan
computer

- Belanja Pemeliharaan
kendaraan dinas

- Belanja Sewa perlengkapan
dan peralatan kantor

- Belanja Makanan dan

X
minuman

o

- Belanja Pakaian dinas

- Belanja Perjalanan dinas
dalam daerah

- Belanja Perjalanan dinas
luar daerah

- Bahan bakar minyak (BBM)

- Honor Pegawai Tidak tetap

- Honor tim
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KODE JUMLAH LEBIH/
e TURATAN ANGGARAN Y e
REK. h REALISASI BERKURANG |‘ st
1 2 3 4 5= 3-4 6 |
2.1.2.3 | Belanja Modal
- Belanja Modal Tanah

- Belanja Modal sarana dan
prasarana perkantoran
- Belanja Printer/computer

- Belanja Meja kursi

- Relania T emari
Selania Lemari

- Belanja Filling Kabinet

- Belanja Rak arsip

- Belanja Kendaraan dinas

- MNat+
L/ Oleas

2.1.3 | Operasional BPD

2.1.3.2 | Belanja Barang dan Jasa

TVl a2 AV ok de V2 T oo i
- DCJ.'GLLI.JCI. Aldl LULLS Kallilul

- Belanja Perlengkapan kantor

- Belanja Peralatan kantor

- Belanja Pemeliharaan

™_1 g, Ty D, DA, [,
T DcCldlljd ‘L Clak udll
penggandaan

- Belanja Sewa perlengkapan
dan peralatan kantor

- Belanja Makanan dan
minuman rapat

- Belanja Pakaian dinas

- Belanja Perjalanan dinas
dalam daerah

- Belanja Perjalanan dinas
luar daerah

- Dst.....

2.1.4 Operasional RT/RW

2.1.4.2 | Belanja Barang dain Jasa
- Belanja Alat tulis kantor |
- Belanja Perlengkapan kantor
- Belanja Peralatan kantor
- Belanja Cetak dan

penggandaan

~ dsti..
Penetapan dan Penegasan

2.1.8, Ratas Dega

2.1.5.2 | Belanja Barang dan Jasa

2.1.5 Penyusunan Rancangan Perdes

2.1.6.2 | Belanja Barang dan Jasa
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KODE URAIAN ANGGARAN | JUMLAH |  LEBIH/
REK. REALISASI BERKURANG |
1 2 3 4 5=3-4
Bidang Pelaksanaan
2.2 Pembangunan Desa

Kegiatan Pembangunan rabat
2.2.1 beton /pengerasan jalan

2.2.1.2 | Belanja barang dan jasa

- Upah Tenaga kerja.

- Operasional TPK

2.2.1.3 | Belanja Modal

- Semen

- Besi

Kegiatan pembangunan /
pemeliharaan
2.2.2 | Poskesdes/Polindes

2.2.2.92 | Belanja Barang dan Jasa

- Upah Tenaga kerja.

- Operasional TPK

b
1o
PO
w

Belanja Moda

- Semen

- Besi

Kegiatan Pembangunan
2.2.3 | Gedung PAUD /TK

2.2.3.2 | Belanja Barang dan Jasa

- Upah Tenaga kerja.

- Operasional TPK

2.2.3.3 | Belanja Modal

- Semen

- Besi

~dst............

Kegiatan pengembangan usaha
2.2.4 | kompos/pupuk kandang

2.9 4.2 | Belanja Barang dan Jasa

- Upah Tenaga kerja.

- Operasional TPK

2.2.4.3 | Belanja Modal

- Semen

- Besi

- Upah Tenaga kerja.

- Operasional TPK




I%%E URAIAN ANGGARAN | JUMLAH | LEBIH/
. REALISASI BERKURANG
1 ) 3 n 5=34

Kegiatan Membangun rintisan
2.2.5 listrik desa tenaga makro hidro

2.2.5.2 | Belanja Barang dan Jasa

2.2.5.3 | Belanja Modal

- Semen

- Besi

| 7 SR, DY
NORIALUL USBL.coviiiiinnnanns

N 1
b |1
oo
N

Belanja Barang dan Jasa

- Upah Tenaga kerja.

- Operasional TPK

2.2.6.3 | Belanja Modal

- Semen

- Besi

Nidnrn~y Damhi
Siaang cemoinaan

2.3. Kemasyarakatan

Kegiatan Fasilitasi
Kelembagaan (PKK, LPM,

2.3.1 Karang Taruna, LKA dll)

2.3.1.2 | Belanja Barang dan Jasa

2.3.1.3 | Belanja Modal
Pembinaan Ketentraman
Masyarakat (Pos Kamling,

2.3.2 Linmas)

2.3.2.2 | Belanja Barang dan Jasa

2.3.2.3 | Belanja Modal

Kegiatan Pengelolaan dan
Pembinaan Posyandu(Gizi,
2.3.3 Balita, Ibu Hamil dll)

2.3.3.2 | Belanja Barang dan Jasa

2.3.3.3 | Belanja Modal

2.3.4. |Dst......
Bidang Pemberdayaan
2.4 Masvarakat

Kegiatan Pelatihan membuat
barang-barang kerajinan
24.1 berbahan baku lokal

2.4.1.2 | Belanja Barang dan Jasa

>
- Honor pelatih

- Makan dan Minum

- Bahan Pelatihan

- Dst...

Kegiatan Investasi usaha
ekonoini melaiui keija sama

24.2 BUMDesa

2.4.2.2 | Belanja Barang dan Jasa

- Honor pelatih

- Makan dan Minum

- Bahan Pelatihan
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KODE JUMLAH LEBIH/

KOD:! URAIAN ANGG _JUN

REK. ANGGARAN | L rALISASI | BERKURANG [FET"
1 2 3 4 5=3.4 6

Kegiatan Pelatihan pengolahan
2.4.3 dan pemasaran hasil pertanian

2.4.3.2 | Belanja Barang dan Jasa

- Honor pelatih

- Makan dan Minum

- Bahan Pelatihan

- dst...................

Kegiatan pelatinan paralegal
2.4.4 desa.
2.4.4.2 | Belanja Barang dan Jasa

- Honor pelatih

- Makan dan Minum

- Bahan Pelatihan

Kegiatan Sosialisasi ancaman
penyakit di musim
2.4.5 penghuijan/kemarau

2.4.5.2 | Belanja Barang dan Jasa

- Honor pelatih

- Makan dan Minum

- Bahan Pelatihan

Kegiatan Peningkatan
Kapasitas Aparatur Pemerintah
2.4.6. | Desa dan BPD

2.4.6.2 | Belanja Barang dan Jasa

- Honor pelatih

- Makan dan Minum

- Bahan Pelatihan

- Dst...

2.4.7 - Kegiatan dst...................

2.5 Belanja Tak Terduga

2.5.1 Kegiatan Kejadian Luar Biasa.

2.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa

2.5.2 Kegiatan dst.........

TTTRAYT ALY DM ANTTA
[(VAVEL/SD/aVE R BI )P/ VA [N

SURPLUS/DEFISIT

3 PEMBIAYAAN

3.1 Penerimaan Pembiayaan

3.1.1 SILPA

3.1.2 Pencairan Dana Cadangan
Hasil Kekayaan yang

3.1.3 dipisahkan

3.1.4 Penerimaan Piniaman

JUMLAH




KODE JUMLAH LEBIH
REK URAIAN ANGGARAN | poyi1sast | BERNORANG KB
1 2 3 4 S5 =3-4 6
3.2 Pengeluaran Pembiayaan
3.2.1 Pembentukan Dana Cadagan
3.2.2 Penyertaan Modal
3.2.3 Pembayaran Hutang
3.2.4 Pemberian Pinjaman Dana

JUMLAH

KEPALA DESA...

000000000000 0000000000

ooooooooooo




KOP BPD

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .........

Kpts. 144/BPD0000C/20...0/..00.00

Lot 3 N G ] n Y
4 A41% & A}:G

KESEPAKATAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ........

Menimbang :

Mengingat :

TAHUN ANGGARAN.........

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ............

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 Ayat (4)

Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor...... Tahun 2016
tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu
membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa
tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran ........ ;

bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud
pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama
Kepala Desa;

bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada
huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan
Permusyawaratan Desa tentang Kesepakatan Rancangan
Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggungjawaban
Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 20....;

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999

tantnna Damhantnilrnn Wnanhiinntan Dalalauran Kohiirnntan
L\/l‘\.wl& 4 \RAALM/ L RLLALLANCALY l;“vuyu‘-\.&l‘. 4 \/ACAACA VY “‘-‘-’ LL(A.U\AIJOI.!.\’.I.L

Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota
Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor RQ(\')) qphngajma_na telah dinhah

beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 34
Tahun 2008, tentang Perubahan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republikindonesia Nomor 4880);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003, Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
BgéTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran

]\T lal Dﬁ"\l‘l“\l:" T‘!‘\A ] Laal
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun

\O

10.

2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia ‘lahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Peratuiran Pamerintah Renuiblily Indonesia Nomor 60 Tahun

1A VACALUACRAL L4 CALLVL LLALGLL AU U VALY AALUUAALDLGL LY UAadUs avdia

2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 5864);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199);



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengeloiaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093.);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2094),

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015
Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul
dn Kewenangan lLokal Bersekala Desa ( Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015
Tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan
Reputusain Musyawaralh Desa { Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Reoublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 131.14-3458 Tahun 2016 tentang Pengangkatan
Wakil Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau.

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor .....
Tahun 20... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 20... (Lembaran Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 20... Nomor ...);

Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 21 Tahun 2015
tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

(Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015 Nomor
21):

“sdjfy

Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor...... Tahun 2016
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 20..... Nomor ...... );

Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor..... Tahun 2016
Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian
Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Rokan Hulu Tahun
Anggaran 20... (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 20.... Nomor .....);



23

24.

N
N

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

(o]
w

34.

. Peraturan Desa......... NO

.Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor..... Tahun 20..

Tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa  di
Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 20...... (Berita
Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 20... Nomor .. J);

Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor ..... Tahun 2016
tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala
Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Kepala Desa,
Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) di Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Nomor ....... );

5. Keputusan Runati Rokan Huln Nomor

e et — Rk g - - e - -~ -

Kpts...... /DPKA/...... /20.... tentang Standarisasi Satuan
Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu
Tahun Anggaran 20.....;

Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor
V7 am b T\DITZ A/ /1NN m o Tdrum b am i am
IXPLD ........ 171 lm/ ..... / L\Jeseoo LCLLLCLLIS cucu.a.pau

Perhitungan Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan perkotaan antara Pemerintah Daerah dan
Pemerintah Desa untuk Tahun 20...... ;

Keputusan Bupati Rokan  Hulu Nomor  Kpts
412.2/BPMPD/....... /20.... tentang Pengesahan Hasil
Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (APBDesa) Tahap ...... Tahun Anggaran 20.....;

Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor  Kpts
412.2/BPMPD/ ....... /20..... tentang Pengesahan Hasil
Evaluasi Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan
dan BelanJa Desa (P-APBDesa) Tahap ... Tahun Anggaran

Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts...... /BPMPD-
PEMDES /I ...... /' 20.... Tentan (37 B (, diisi sesudai SK.
Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan
Pengangkatan kepala Desa};

Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor

Kpts...../BPMPD/PEMDES/....... /20.... tentang..... (diisi
Sesuai dengan SK Bupati tentang Pengangkatan Pimpinan
dan Anggota BPD};

Peraturan Desa....... Nomor ........... Tahun ...... tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJMDesa) Tahun 20...- 20.... (Lembaran Desa Tahun

Peraturan Desa......... Nomor ... Tahun 20.... Tentang
Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) Tahun.......
(Lembaran Desa....... Tahun 20... Nomor...... )s

| RPN N N
v .I.Gl.l.ll.«lll LY.

11107 itaiig
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran...... (Lembaran Desa....... Tahun 20...
Nomor...... );
Peraturan Desa......... Nomor ... Tahun 20.... Tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
...Tahun Anggaran...... (Lembaran Desa....... Tahun 20...
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Memperhatikan: 1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ........ Nomor

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

..... tahun ...... Tanggal ..............tentang Peraturan Tata
Tertib Badan Permusyawaratan Desa.

2.Hasil Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa

................ Nomor ....... tahun tanggal

3. Hasil Rapat Perumus Badan Permusyawaratan Desa

................ tanggal ................... sampai dengan tanggal
MEMUTUSKAN

: Badan Permusyawaratan Desa .............. telah menerima dan

membahas Rancangan Peraturan Desa ................. tentang

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20....

: Menyepakati Rancangan Peraturan Desa........ tentang Laporan

Pertanggungjawaban  Realisasi Pelaksanaan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20....

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Disepakati di : ...c.cccciiiiiinnns
Pada tanggal D oseerececeees Arab

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA 0000000000000

90000000000 000000000000000

Q Pit. BUPATI ROKAN HULU,(L

X SUKIMAN
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BERITA ACARA
NOMOR  : 144 /BPD-..../20..../.....

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ........
TAHUN ANGGARAN.........
Pada hari ini .......... tanggal .......... bulan ......... tahun Dua Ribu ...........
bertempat di Kantor Desa........ Kecamatan ............ Kabupaten Rokan Hulu,

kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. (NAMA KADES) : Kepala Desa ............ , dalam hal ini bertindak

untuk dan atas nama Pemerintah Desa .............
Kecamatan .............. Kabupaten Rokan Hulu
yang beralamat di Jalan .......... Desa .........
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. (NAMA KETUA BPD) : Ketua Badan Permusyawaratan Desa ................

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Badan Permusyawaratan Desa  ..............
Kecamatan ............. Kabupaten Rokan Hulu,
yang beralamat Jalan ............ Desa ........... ,

yang selanjutnya disebut sebagai PITHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa

1.

o

V)

PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan
Desa ........... tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan
mnggai'a.u Pendapatan dan Bcl&l‘ija Desa Tahun 20... Desa ..........
Kecamatan ............ Kabupaten Rokan Hulu yang telah diajukan oleh
PIHAK KESATU, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana

tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini (jika ada).

PIHAW VERQATIT Annnt honilr penvreovvn nv}_ Aawn

menerima dengan baik dan
4 AR LLARN AANLSNIL A A NS u.u.yu.l, s s <A 6 AL
perubahan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 20... sebagaimana tertuang pada
catatan yang terlampir Berita Acara ini.

PIHAK KESATIJ alkan menvelegailkan nerubhahan dan korelksi atas

a” an as ma BA-S A0 P g N9 G sdawaay wa v STRiASainils Vi Raaiaas - aarnsa WL

Laporan  Pertanggungjawaban  Realisasi Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 20... selaras dengan penyesuaian
dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita
Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal
ditandatangani Berita Acara ini (Jika ada).

PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat ........ untuk
mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah
tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
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Demikianiah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah
pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

s
........ cecsssecesey L

KEPALA DESA ..".........;...', KETUA BPD DESA ..‘......l.’

0080000005000 000800000000080000040 000000000000 0P000OUES0C00RCOOOOS

— [ R - e e mre——————



RISALAH RAPAT

I. Pelaksanaan Rapat
1. Hari / tanggal : ..o,

2. Jam D e ereteeeiret e raeaes
3. Tempat D e eeereeeeerereeneerereartaeranaann

II. Tujuan Rapat : Membahas Penetapan Rancangan Peraturan Desa
tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 20........ Desa ............

II. Jenis dan sifat rapat

1. Jenis rapat : Khusus
2. Sifat rapat : Terbuka

[II. Pimpinan rapat
1. Nama D eerereeeeneeeana
2. Jabatan : Ketua BPD ......cccoveneeeet

IV. Susunan Acara rapat

1. Pembukaan oleh Ketua BPD;

2. Pembacaan Rancangan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 20...
Kecamatan .......... Kabupaten ......... Tahun 20...... oleh Kepala Desa;

3. Kesepakatan BPD;

4. Pembacaan Keputusan BPD tentang Kesepakatan Penetapan
Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 20...
oleh Kepala Desa,;

Penandatangan dan penyerahan
Sambutan Kepala Desa
Penutup oleh Ketua BPD

Noo

V. Sekretaris rapat
1. Nama D eereeeeen
2. Jabatan : Sekretaris BPD ...........

VI. Jumlah anggota BPD yang hadir

1. Jumlah anggota BPD T Orang
2. Hadir dalam rapat paripurna Deeeenes Orang
3. Tidak hadir dalam rapat paripurna D eeeenes Orang
VII. Unsur Pemerintah yang hadir D Orang

VIII. Jalannya rapat.

1. Pembukaan Pimpinan Rapat
Ketua BPD membuka rapat bersama-sama membaca Basmallah;
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2. Sambutan Kepala Desa : membacakan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun 20... Kecamatan ...... Kabupaten Rokan Hulu;

3. Pembahasan dan Kesepakatan BPD
Setelah mendengarkan Rancangan Laporan Pertanggungjawaban
Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
20... Kecamatan ...... Kabupaten Rokan Hulu yang disampaikan
Kepala Desa dan melakukan pembahasan oleh semua anggota BPD
menyepakati Rancangan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 20....

4.Rapat ditutup oleh Ketua BPD dengan bersama-sama membaca
Hamdallah.

............... , tanggal, bulan, tahun
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA, SEKRETARIS,

------------------------------------------------

Pit. BUPATI ROKAN HULU, f.

SUKIMAN



see

Tahun 2016

..............

..............

LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20...

URAIAN

TAHUN N

(Tahun Periode
Pelaporan)

TAHUN N-1

(Tahun
Sebelumnya)

I. ASET DESA

A AQTMTYT ANT/VATD
. DOyl LANCAIN

1. Kas Desa
a. Uang kas di Bendahara Desa
b. Rekening Kas Desa

2. Piutang
a. Piutang Sewa Tanah

b. Piutang Sewa Gedung

3. Persediaan
a. Kertas Segel

[ 2% AL dnnn
Y. lvialClal

JUMLAH ASET LANCAR

B. ASET TIDAK LANCAR

1. Tnvestasi Permanen

-Penyertaan Modal Pemerintah

Desa

2. Aset Tetap
- Tanah
Peraiatan dan Mesin
Gedung dan bangunan
- Jalan, Jaringan dan Instalasi
- dst.......

3. Dana Cadangan
- Dana Cadangan
4. Aset tidak lancar Lainnya

JUMLAH ASET TIDAK LANCAR

JUMLAH ASET (A + B)

II. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

JUMLAH KEKAYAAN BERSIH(I-1I)

TANGGAL

(KEPALA DESA

..............................

oooooooooooooo
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Penjelasan tabel:

1. Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa,
dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
atau perolehan hak lainnya yang sah.

2. Uang kas adalah uang milik Pemerintah Desa, baik yang disimpan di
Bendahara Desa maupun di rekening kas desa.

3. Piutang Desa adalah tagihan uang desa kepada pihak yang mengelola
kekayaan desa, antara lain berupa tanah, gedung yang diharapkan akan
dilunasi dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran sejak
ditetapkannya kerjasama tersebut.

4. Persediaan adalah suatu kekayaan berupa barang milik pemerintah desa
yang dinilai dengan uang baik berupa uang kertas maupun surat berharga
dalam periode normal, antara lain kertas segel, materai, deposito, giro.

5. Aset Desa tidak lancar meliputi penyertaan modal pemerintah desa dan aset
tetap milik desa antara lain tanah, peralatan dan mesin, gedung dan
bangunan, jalan, jaringan dan instalasi.

6. Dana cadangan adalah dana yang disisikan untuk menampung kebutuhan
yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam
satu tahun anggaran.

7. Kewajiban adalah utang yang timbul karena adanya pinjaman oleh
Pemerintah.

8. Kekayaan bersih adalah seiisih antara aset dan kewajiban pemerintah desa.

Catatan :

Terkait dengan angka 7, bahwa dalam APBDesa khususnya pada
pembiayaan tidak dibuka peluang untuk pinjaman.



Lampiran III
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: Peraturan Desa...

Nomor Tahun 2016
Tangpal @09 ssaasnsas 1437 H
............ 2016 M
PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA
Tanggal
Besa. 2 e
Kecamatan .
Kabupaten @000 | fuksseassas
. , Lokasi Rincian Sumber | Jumlah
No. Jenis Kegiatan Kegiatan Kegiatan Volume Satuan Bty (Rp)
Sub Total Jenis Kegiatan (1) Rp.
Sub Total Jenis Kegiatan (2) Rp.
Sub Total Jenis Kegiatan (3)!‘ Rp.
Sub Total (4) * Rp.
1
Total (1 s/d 4) ‘ Rp.




